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ABSTRAK

ASAS INTER PARTES DAN ERGE OMNES DALAM
PENYELESAIAN PERKARA WARIS
(Kajian Putusan Hakim)

Oleh :

MEI WIDIANI
NPM. 13112479

Pengadilan Agama memiliki kewenangan dalam memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara yang ditanganinya. Undang-Undang No. 50 tahun 2009
tentang Peradilan Agama, menyebutkan bahwa bagi umat Islam lembaga
penyelesai perkara waris adalah Pengadilan Agama sehingga jika tejadi sengketa
waris tidak ada pilihan bagi mereka kecuali diselesaikan di Pengadilan Agama.
Selanjutnya, terdapat putusan yang mengandung kekuatan mengikat para pihak
yang bersengketa khususnya dalam sengketa waris. Putusan “inter partes” adalah
putusan yang akibat-akibatnya hanya berlaku pada perkara yang diputus.
Sedangkan Putusan “erga omnes” merupakan putusan yang akibat-akibatnva
berlaku bagi semua perkara yang mengandung persamaan yang mungkin terjadi di
masa yang akan datang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Asas Interpartes dan
Erge Omnes dalam Penyelesaian Perkara Waris di Pengadilan Agama. Penelitian
ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan
pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum ekonomi Islam.
Sedangkan secara praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran
kepada masyarakat luas tentang Penerapan Asas Interpartes dan Erge Omnes
dalam Penyelesaian Perkara Waris di Pengadilan Agama. Penelitian ini
merupakan Library Research atau penelitian pustaka. Data diperolen melalui
teknik dokumentasi dari buku-buku literatur yang ada di perpustakaan. Semua
data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif melalui
pendekatan deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa sistem putusan erga omnes
memberikan kepastian hukum mengenai kedudukan peraturan perundang-
undangan atau perbuatan administrasi negara yang dinyatakan tidak sah. Di pihak
lain, putusan erga omnes dapat dianggap memasuki fungsi perundang-undangan
(legislative function). Dengan putusan erga omnes, hakim tidak lagi semata-mata
menetapkan hukum untuk suatu peristiwa konkret tetapi hukum bagi peristiwa
yang akan datang (abstrak). Dan ini mengandung unsur pembentukan hukum.
Pembentukan hukum untuk peristiwa yang bersifat abstrak adalah fungsi
perundang-undangan bukan fungsi peradilan. Sedangkan putusan inter partes
membatasi jangkauan fungsi hakim pada batas-batas fungsi peradilan. Putusan
inter partes kurang memberikan jaminan kepastian hukum bagi peristiwa-
peristiwa yang akan datang kemudian.
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan taatilah Rasul
(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan
pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al
Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada
Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan
lebih baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisa’: 59)

! Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2005), h.
231
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keragaman hukum waris berakibat pada adanya beberapa lembaga
peradilan yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa waris.
Lembaga peradilan dimaksud adalah Peradilan Umum dan Peradilan Agama
yang masing-masing peradilan memiliki kewenangan yang diberikan oleh
undang-undang. Pengadilan Negeri sebagai salah satu pelaksana kekuasaan
kehakiman yang berada dalam lingkup badan peradilan umum mempunyai
kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan
perdata di tingkat pertama.?

Sementara itu kewenangan Pengadilan Agama didasarkan pada
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 tahun
2006 yang selanjutnya direvisi dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang Peradilan Agama. Sekalipun bagi orang Islam berdasarkan Undang-
Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa bagi
umat Islam lembaga penyelesai perkara waris adalah Pengadilan Agama
sehingga jika tejadi sengketa waris tidak ada pilihan bagi mereka kecuali
diselesaikan di Pengadilan Agama.®

Namun demikian, beberapa perkara sengketa waris umat Islam

diterima, diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri. Inilah yang

2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Pasal 50
% Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama



kemudian menyebabkan terjadi konflik hukum antara Pengadilan Agama dan
Pengadilan Negeri.*

Meskipun kewenangan Pengadilan Agama sudah dipertegas dengan
adanya amandemen Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Pengadilan
Agama. Akan tetapi, benarkah bahwa lembaga Peradilan Umum tidak lagi
memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara
sengketa waris orang yang beragama Islam.

Peradilan Agama dapat dikatakan sebagai peradilan keluarga bagi
orang-orang yang beragama Islam, seperti yang terdapat di beberapa negara
lain. Sebagai suatu peradilan keluarga, yaitu peradilan yang menangani
perkara-perkara di bidang hukum keluarga, tentulah jangkauan tugasnya
berbeda dengan Peradilan Umum. Oleh karena itu, segala syarat berbeda
dengan Peradilan Umum. Segala sayarat yang harus dipenuhi oleh para hakim,
panitera, dan sekretaris harus disesuaikan dengan tugas-tugas yang diemban
Peradilan Agama.

Persoalan lain mengenai sengketa waris di Indonesia adalah waris beda
agama dan sengketa waris akibat perkawinan lintas suku. Dalam hal ini,
Nurcholish Madjid dkk menjelaskan bahwa masih terdapat perbedaan
pendapat mengenai hukum seorang Muslim mewarisi non-Muslim. Pertama
Mazhab Syafi’i dan Mazhab termasuk golongan ini yang mutlak menolak
waris beda agama. Kedua Mu’adz ibn Jabal, Mu’awiyah, Sa’id ibn al-

Musayyab dan Masrug yang membolehkan hukum seorang Muslim mewarisi

4 Ilham Thohari, Konflik Kewenangan Antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama
dalam Menangani Perkara Sengketa Waris Orang Islam, (Kediri: Jurnal Universum, Vol. 9, No. 2,
2015), h. 173



seorang kafir dan mengharamkan kebalikannya dengan berdasarkan analogi
(giyas) diperbolehkannya pernikahan seorang Muslim dengan wanita non-
Muslim (Ahli Kitab).>

Mengenai sifat kekeluargaa, di antara orang-orang Indonesia asli tidak
terdapat satu sifat kekeluargaan, melainkan di berbagai daerrah terdapat
berbagai sifat kekeluargaan yang dapat dimasukkan dalam tiga golongan,
yaitu:
1. Sifat kebapakan (patriarchaat),
2. Sifat keibuan (matriarchaat), dan
3. Sifat kebapak-ibuan (parental).®

Kekeluargaan yang bersifat kebapakan ini di Indonesia terdapat di tanah
Gayo, Alas, Batak, Ambon, Irian, Timor, dan Bali. Kekeluargaan yang bersifat
keibuan di Indonesia hanya terdapat di satu daerah, yaitu di tanah
minangkabau. Sedangkan kekeluargaan yang bersifat kebapak-ibuan adalah
yang paling merata terdapat di Indonesia, yaitu di Jawa, Madura, Sumatra
Timur, Riau, Aceh, Sumatra Selatan, seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi,
Ternate, dan Lombok.’

Pengadilan Agama dalam hal ini memiliki kewenangan absolut dalam
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang ditanganinya.

Kewenangan mutlak (kompetensi absolute) Peradilan Agama meliputi

5 Nurcholish Madjid dkk., Figih Lintas Agama, (Jakarta: Paramadina, 2005), h. 165-166

& Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam, Sebagai Pembaruan Hukum
Positif di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 41

" lbid., h. 41-42



perkara-perkara perdata tertentu seperti yang telah disebutkan dalam Undang-
Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 yang berbunyi:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang

Bergama Islam di bidang: a. Perkawinan; b, Waris; c¢. Wasiat; d. Hibah;

e. Wakaf; f. Zakat; g. Infaq; h. Sadagah; dan i. Ekonomi Sayariah.®

Menurut Bustanul Arifin, sebagaimana dikutip oleh Ilham Thohari
bahwa Peradilan Agama dapat dikatakan sebagai peradilan keluarga bagi
orang-orang yang beragama Islam, seperti yang terdapat di beberapa negara
lain. Sebagai suatu peradilan keluarga, yaitu peradilan yang menangani
perkara-perkara di bidang hukum Kkeluarga, tentulah jangkauan tugasnya
berbeda dengan Peradilan Umum. Oleh karena itu, segala syarat berbeda
dengan Peradilan Umum. Segala sayarat yang harus dipenuhi oleh para hakim,
panitera, dan sekretaris harus disesuaikan dengan tugas-tugas yang diemban
Peradilan Agama.®

Sebagaimana diketahui bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai
macam suku, budaya dan adat-istiadat. Keragaman budaya dan adat-istiadat
melahirkan keragaman dalam bidang hukum tidak terkecuali hukum waris,
keragaman hukum waris berakibat pada adanya beberapa lembaga peradilan
yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa waris. Lembaga
peradilan dimaksud adalah Peradilan Umum dan Peradilan Agama yang

masing-masing peradilan memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-

undang. Pengadilan Negeri sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman

8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama Pasal 49

® Ilham Thohari, Konflik Kewenangan Antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama
dalam Menangani Perkara Sengketa Waris Orang Islam, (Jurnal Universum: Vol. 9, No. 2 Juli
2015), h. 180



yang berada dalam lingkup badan peradilan umum mempunyai kewenangan
untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata di
tingkat pertama.*°

Mengenai cara penentuan hukum waris pada suatu perkara dimana
pewaris dan ahli waris berbeda agama misalnya, hakim menggunakan
Yurisprudensi MARI No. 172/K/Sip/1974 yang berbunyi bahwa dalam
sengketa waris, Hukum waris yang dipakai adalah hukum si pewaris dan
keadilan merupakan prinsip dasar pertimbangan hakim Peradilan Agama
dalam memutuskan suatu perkara. Hal ini berdasarkan firman Allah swt dalam

surah An-Nisa ayat 58:

~
<
.
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Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan
dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-
baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar

lagi Maha Melihat.!! (Q.S. An-Nisa’: 58)

Mengenai putusan yang mengandung kekuatan mengikat para pihak
yang bersengketa khususnya dalam sengketa waris, Putusan “inter partes”
merupakan putusan yang akibat-akibatnya hanya berlaku pada perkara yang
diputus. Menurut paham ini, suatu putusan pembatalan suatu peraturan
perundang-undangan atau perbuatan administrasi negara hanya berlaku bagi

perkara yang diputus tersebut. Terhadap perkara-perkara lain yang

10 Ibid., h. 173
11 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya., h. 141



mengandung persamaan belum tentu diberlakukan. Semuanya diserahkan pada
pendapat hakim atau para hakim yang memutus.*?

Sistem putusan “erga omnes” memberikan kepastian hukum mengenai
kedudukan peraturan perundang-undangan atau perbuatan administrasi negara
yang dinyatakan tidak sah. Di pihak lain, putusan “erga omnes” dapat
dianggap memasuki fungsi perundang-undangan (legislative function).
Dengan putusan “erga omnes”, hakim tidak lagi semata-mata menetapkan
hukum untuk suatu peristiwa konkret tetapi hukum bagi peristiwa yang akan
datang (abstrak). Dan ini mengandung unsur pembentukan hukum.
Pembentukan hukum untuk peristiwa yang bersifat abstrak adalah fungsi
perundang-undangan bukan fungsi peradilan.t®

Dicontohkan dalam sebuah perkara waris, pewaris bernama
Muhammad Armaya bin Renreng, alias Armaya Renreng, beragama Islam
yang meninggal pada tanggal 22 Mei 2008. Pewaris meninggalkan seorang
Istri yang bernama Evie Lany Mosinta (Tergugat), beragama Kristen.
Dikarenakan Evie Lany Mosinta beragama Kristen, maka menurut Hukum
Islam ia tidak termasuk ke dalam ahli waris Muhammad Armaya bin
Renreng, alias Armaya Renreng.

Dalam gugatan tersebut, para ahli waris (para Penggugat) memohon
kepada Pengadilan Agama Makassar agar terlebih dahulu meletakkan sita
jaminan atas objek sengketa. Adapun tuntutan para Penggugat kepada

Tergugat ialah bahwa almarhum Muhammad Armaya bin Renreng, alias

2 Machmud Aziz, Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Peraturan
Perundang-Undang Indonesia, (Jurnal Konstitusi: Volume 7, Nomor 5, 2010), h. 132
3 1bid., h. 133



Armaya Renreng berhak memperolen 1/2 (seperdua) bagian dari harta
bersamanya dengan Tergugat yang kemudian merupakan harta warisan dari
pewaris serta menjadi hak dari para ahli warisnya yang besar bagian para
Penggugat selaku ahli warisnya dibagi berdasarkan hukum faraid.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka Tergugat memohon dalam
eksepsinya agar gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan Pengadilan
Agama Makassar tidak berwenang mengadili gugatan tersebut. Namun pada
tanggal 2 Maret 2009 M bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1430 H
Pengadilan Agama Makassar menjatuhkan putusan Nomor: 732/Pdt
.G/2008/PA.Mks yang menyatakan menolak eksepsi Tergugat dan
mengabulkan gugatan Tergugat untuk sebahagian. Gugatan yang dikabulkan
termasuk pernyataan bahwa para Penggugat adalah ahli waris almarhum
Muhammad Armaya bin Renreng, alias Armaya Renreng dan berhak atas 1/2
dari harta bersama antara pewaris dengan Tergugat serta pembagiannya diatur
sesuai hukum faraid.

Jadi, berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 172/K/Sip/1974 yang
berbunyi ‘“bahwa dalam sengketa waris, Hukum waris yang dipakai adalah
hukum si pewaris”. Sehingga sudah tepat jika Pengadilan Agama dan
Mahkamah Agung untuk menyelesaikan perkara ini menggunakan hukum
faraid dan dalam lingkup Peradilan Agama.

Namun dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010,
hakim memiliki pertimbangan bahwa karena perkawinan pewaris dengan

Pemohon Kasasi sudah cukup lama yaitu 18 tahun, berarti cukup lama pula



Pemohon Kasasi mengabdikan diri pada pewaris, karena itu walaupun
Pemohon Kasasi non muslim layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya
selaku isteri untuk mendapat bagian dari harta peninggalan berupa wasiat
wajibah serta bagian harta bersama sebagaimana yurisprudensi Mahkamah
Agung dan sesuai rasa keadilan.

Berdasarkan latar belakang di atas penyusun tertarik lebih lanjut untuk
meneliti tentang skripsi dengan judul “Asas Inter partes dan Erge Omnes

dalam Penyelesaian Perkara Waris”.

B. Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang
akan dibahas adalah Bagaimana Asas Inter partes dan Erge Omnes dalam

Penyelesaian Perkara Waris?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui Asas Inter partes dan Erge
Omnes dalam Penyelesaian Perkara Waris.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan
khususnya ilmu hukum ekonomi Islam.

b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangan pemikiran kepada masyarakat luas tentang Asas Inter

partes dan Erge Omnes dalam Penyelesaian Perkara Waris.



D. Penelitian Relevan
Penulisan skripsi ini penulis menemukan beberapa skripsi yang dapat
dijadikan kajian terdahulu bagi penulis diantaranya sebagai berikut:

1. Jurnal yang burjudul “Konflik Kewenangan Antara Pengadilan Negeri
dan Pengadilan Agama dalam Menangani Perkara Sengketa Waris
Orang Islam”, llham Thohari. Lahirnya Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 tentang Peradilan Agama telah dinyatakan secara jelas
pada Pasal 49 bahwa dalam menyelesaikan perkara sengketa waris
antara orang-orang Islam adalah kewenangan mutlak Pengadilan
agama dan berarti pula dihapusnya pilihan hukum bagi orang Islam
yang menyelesaikan perkara sengketa waris mereka. Namun demikian
dalam Penjelasan Pasal 49 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan
‘antara orang-orang yang beragama Islam’ adalah termasuk orang atau
badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan
sukarela kepada hukum Islam. Penjelsan Pasal 49 ini membatalkan
kewenangan absolut pengadilan Agama dan masih memberi pilihan
hukum kepada orang Islam untuk memilih hukum apa yang akan
digunakan dalam menyelesaikan perkara sengketa waris di antara
mereka.'*

Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-

sama penelitian pustaka dan membahas tentang sengketa waris. Sedangkan

4 1lham Thohari, Konflik Kewenangan Antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama
dalam Menangani Perkara Sengketa Waris Orang Islam, (Jurnal Universum: Vol. 9, No. 2 Juli
2015)



perbedaannya adalah penelitian tersebut terfokus pada sengketa waris

antara orang-orang Islam, konflik kewenangan Pengadilan Negeri dan

Pengadilan Agama. Sedangkan dalam penelitian ini akan membahas

tentang penyelesaian perkara waris menggunakan asas inter partes dan

asas erge omnes.

2. Skripsi yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Kewarisan dengan Cara
Mediasi oleh Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang”, Arya
Komandanu. Segala langkah tentang proses dalam pelaksanaan
penyelesaian sengketa kewarisan secara mediasi oleh hakim di
Pengadilan Agama Kelas IA Padang, bersumber pada pedoman
mediasi Peraturan Pemerintah (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008,
dilakukan tanpa ada langkah yang ditambah dan dikurangi. Sehingga
mediasi dapat dijalankan sesuai dengan yang diharapkan dan lancar.®®

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Arya Komandanu dengan

penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang sengketa waris.

Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut merupakan penelitian

lapangan, sedangkan penelitian ini adalah penelitian pustaka. Penelitian

tersebut membahas tentang penyelesaian sengketa waris menggunakan
cara mediasi oleh hakim, sedangkan penelitian ini membahas tentang
penyelesaian sengketa waris menggunakan asas inter partes dan asas erge

omnes.

BArya Komandanu, Penyelesaian Sengketa Kewarisan dengan Cara Mediasi oleh Hakim
di Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2015)



E. Metode Penelitian
1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini
adalah Library Research atau penelitian pustaka, yaitu penelitian yang
dilakukan dengan cara menginventarisir dan menelaah buku-buku yang
berkenaan dengan penjelasan tentang penerapan asas inter partes dan

erge omnes dalam penyelesaian perkara waris.

b. Sifat Penelitian

Setelah data diperoleh, maka keseluruhan data tersebut
dianalisa dengan analisa deskriptif kualitatif. “Penelitian deskriptif
adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan,
kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya
dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian”.®

Dengan demikian maka penulis mendeskripsikan atau
menguraikan data-data yang berkaitan dengan Asas Inter partes dan
Erge Omnes dalam Penyelesaian Perkara Waris, kemudian penulis
menganalisanya guna untuk mendapatkan suatu pandangan atau
kesimpulan berupa kata-kata yang relevan pada saat ini.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa penelitian

berupa pengungkapan fakta yang ada yaitu suatu penelitian yang

16 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka
Cipta, 2010, h. 3



terfokus pada usaha yang mengungkap suatu masalah dan keadaan
sebagaimana adanya dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

Penelitian deskriptif kualitatif ialah penelitian yang digunakan
untuk mencari informasi atau mengetahui bagaimanakah situasi atau
kondisi dan kejadian yang terjadi dalam rangka untuk mendapatkan
data dan fakta dalam persoalan yang sebenarnya.

Penelitian yang akan penulis laksanakan merupakan penelitian
kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang mengungkapkan gejala-
gejala yang tampak dan mencari fakta-fakta khususnya mengenai
masalah yang akan penulis teliti dalam penelitian ini yaitu mengenai

Asas Inter partes dan Erge Omnes dalam Penyelesaian Perkara Waris.



2.

Sumber Data

Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian ini,
maka sumber datanya diperoleh dengan mengambil perkara yang telah
diputuskan oleh Pengadilan yang kemudian dianalisa serta mengaitkannya
dengan Asas Inter partes dan Erge Omnes dalam Penyelesaian Perkara
Waris.

Pada putusan Perkara Nomor : 0359/Pdt.G/2017/PA.Kla misalkan,
gugatan yang diajukan di Pengadilan Agama diketahui bahwa pewaris
meninggalkan harta warisan dan 4 (empat) ahli waris yaitu, 4 orang anak
perempuan. Berdasarkan surat wasiat dari pewaris maka penggugat dalam
Petitum memohon kepada Majelis Hakim mengabulkan seluruh
gugatannya. Akan tetapi dalam materi gugatan tersebut terjadi tanggapan
yang simpang siur dan kabur, apakah gugatan yang dimaksud adalah
gugatan mengenai “Kewarisan” ataukah gugatan mengenai ‘“Perbuatan
Merebut Hak Milik”. Padahal antara Tergugat dengan Pewaris terjadi
perjanjian bahwa Tergugat mempunyai hak sebesar 10% dari harta yang
ditinggalkan oleh Pewaris.

Selanjutnya, untuk mendukung data di atas, peneliti juga
menggunakan buku-buku yang membahas tentang judul yang peneliti bahas.
Adapun buku-buku tersebut di antaranya:

1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama

2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman



3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman

4) Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan - Civil Law System &
Common Law System oleh Nurul Qamar

5) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2005

6) Kualitas Hakim dalam Putusan oleh Komisi Yudisial Republik
Indonesia

7) Kompilasi Hukum Islam

8) Legislasi Hukum Islam di Indonesia oleh Jazuni

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung
memberikan data kepada pengumpul data. Artinya sumber data yang

diperoleh langsung dari sumbernya.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang objektif dan valid, berkaitan dengan
Asas Inter partes dan Erge Omnes dalam Penyelesaian Perkara Waris.
Maka digunakan beberapa metode ilmiah sebagai landasan untuk mencari
pemecahan terhadap permasalahan tersebut.

Berdasarkan  penelitian yang bersifat kualitatif, dimana
pengumpulan datanya melalui penelitian kepustakaan (library research),
maka tidaklah dibutuhkan tehnik pengumpulan data sebagaimana studi
kuantitatif di lapangan.

Menurut Sugiyono “Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi

instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri, berfungsi



4.

menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data,
analisa data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas
temuannya”.’

Sebagaimana mestinya dalam perpustakaan terdapat buku riwayat
hidup, buku terbitan pemerintah, majalah-majalah ilmiah seperti jurnal
tempat menerbitkan penemuan-penemuan hasil penelitian. Buku, disertasi
dan karya ilmiah lainnya, dan majalah ilmiah sangat berharga bagi peneliti
guna menjajaki keadaan perseorangan atau masyarakat ditempat penelitian
dilakukan. Selain itu, buku penerbitan resmi pemerintah pun dapat
merupakan sumber yang sangat berharga.

Peneliti dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan sebagai
sumber informasi, menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi
adalah “Mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan,

transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger,

agenda dan sebagainya”.'®

Teknik Analisis Data
Selanjutnya analisis dalam penelitian merupakan bagian dari
proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data
yang akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah

penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. Metode berpikir yang

17 1bid., h. 222
18 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian.., h. 274



digunakan dalam menganalisa data dalam skripsi ini adalah metode
pendekatan deduktif.

Metode deduktif, yaitu: “Suatu penelitian di mana orang
berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum, dan bertitik tolak dari
pengetahuan yang umum itu kita hendak menilai suatu kejadian yang
khusus”.®

Berkaitan dengan skripsi ini, metode deduktif digunakan untuk
menganalisa atau menggali data-data yang berupa teori ataupun pendapat
dan sebagainya yang bersifat khusus, yang berkaitan dengan Asas Inter
partes dan Erge Omnes dalam Penyelesaian Perkara Waris, seperti dengan

menganalisa hasil data yang telah didapat kemudian ditarik suatu

kesimpulan.

19 Sutrisno Hadi, Metologi Research, (Yogyakarta: Andi, 2004), h. 41



BAB I1

LANDASAN TEORI

A. Sengketa
1. Pengertian Sengketa
Sengketa adalah 1) sesuatu yang menyebabkan perbedaan
pendapat; pertengkaran; perbantahan 2) pertikaian; perselisihan 3) perkara
(dalam pengadilan).?°
Menurut John G. Merrills sebagaimana dikutip oleh Sudika bahwa
persengketaan adalah terjadinya perbedaan pemahaman akan suatu
keadaan atau obyek yang diikuti oleh pengklaim oleh satu pihak dan
penolakan di pihak lainnya.?* Suatu sengketa muncul dikarenakan adanya
hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi.?? Hakim memiliki kekuasaan
yang besar terhadap para pihak yang bersengketa berkenaan dengan
masalah atau konflik yang dihadapkan kepada hakim tersebut.
Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa
sengketa merupakan sesuatu yang disebabkan adanya penolakan terhadap
sesuatu yang mengakibatkan suatu perselisihan yang di dalamnya terdapat

suatu hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi.

20 pysat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
(Jakarta Balai Pustaka, 2008), h. 1037

2l Dewa Gede Sudika Mangku, Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa
Internasional Termasuk di dalam Tubuh Asean, (Singaraja: Perspektif, Vol. XVII, No. 3, 2012), h.
151

22 Rahmi Yuniarti, Efisiensi Pemilihan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam
Penyelesaian Sengketa Waralaba, (Lampung: Fiat Justisia, Vol. 10, Issue. 3, 2016), h. 551



2. Lingkup Sengketa

Lingkup berlakunya Undang-Undang terhadap sengketa dan

peristiwa yang terjadi ada dua, di antaranya:

a.

Ruang lingkup berlakunya Undang-Undang menurut waktu
Pada asasnya undang-undang hanya mengikat peristiwa yang
kemudian terjadi setelah undang-undang itu diundangkan dan tidak
berlaku surut. Telah dikemukakan bahwa undang-undang itu
mengatur perilaku atau peristiwa. Perilaku atau peristiwa yang
diatur oleh undang-undang ialah yang terjadi sesudah undang-
undang diundangkan dan tidak sebaliknya.

Ruang lingkup berlakunya Undang-Undang menurut tempat dan

orang

Mengenai ruang lingkup berlakunya Undang-Undang menurut

tempat dan orang ada tiga kemungkinan yaitu:

1) Undang-Undang berlaku bagi setiap orang dalam wilayah
negara tanpa membedakan kewarganegaraan orang yang ada
dalam wilayah negara tersebut. jadi berlakunya undang-undang
dibatasi oleh wilayah. Ini yang disebut asas teritorial.

2) Undang-Undang berlaku bagi orang yang ada, baik di dalam
suatu wilayah negara maupun di luarnya. Di sini undang-
undang mengikuti orang dan tidak terbatas pada wilayah negara
saja. Ini yang disebut asas personal.

3) Undang-Undang berlaku bagi setiap orang yang di luar
Indonesia melakukan kejahatan tertentu. Berlakunya undang-
undang di sini tidak terbatas pada warganegara Indonesia saja,
tetapi juga tidak terbatas pada wilayah. Ini disebut asas
universal.?

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa lingkup

sengketa yang melibatkan Undang-Undang meliputi beberapa aspek yaitu

menurut waktu, tempat dan pelaku. Keadaan tersebut berlaku berdasarkan

terjadinya sengketa yang ada.

2 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty,

2005), h. 96-103



3. Kompetensi Pengadilan Agama

Mengenai kompetensi atau kemampuan Johnson menyatakan
bahwa:

“Competency As Rational performance which satisfactirily meets

the objective for a desired condition. (Kompetensi merupakan

perilaku rasional guna mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai
dengan kondisi yang diharapkan).?

Dalam pengertian ini kompetensi lebih dititik beratkan pada
kemampuan Pengadilan Agama mempertanggung jawabkan putasan yang
telah dibuat.

Sedangkan Spencer and Spencer mendefinisikan kompetensi
sebagai karakteristik yang menonjol dari seseorang individu yang
berhubungan dengan kinerja efektif dan atau superior dalam suatu
pekerjaan atau situasi.’® Selanjutnya Muhibbin Syah mendefinisikan
kompetensi (competency) adalah kemampuan atau kecakapan.?®

Menurut Muhammad Nuh bahwa kompetensi dapat berupa motif,
sifat, konsep diri pribadi, attitude atau nilai-nilai, pengetahuan yang
dimiliki, keterampilan, dan berbaga sifat seseorang yang dapat diukur dan
dapat menunjukkan perbedaan antara rata-rata dengan superior.?’

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman Pasal 25 Ayat (3) menyebutkan bahwa Peradilan

2 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Proses Pendidikan, (Jakarta:
Kencana, 2009), cet.ke-6, h. 17

% Hamzah B. Uno, Model Pembelajaran, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), cet.ke-9, h.
78

% Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2010), cet.ke-15, h. 229

27 Muhammad Nuh, Etika Profesi Hukum, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 77



Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa,

mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang

beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.?®

Pengetahuan dan keterampilan kompetensi dalam Pengadilan

Agama meliputi:

a.

b.

Keterampilan melaksanakan tugas individu dengan efisien (task
skill);

Keterampilan mengelola beberapa tugas yang berbeda dalam
pekerjaannya (task management skill);

Keterampilan merespons dengan efektif hal-hal yang buka
merupakan pekerjaan rutin dan kerusakan (contingency
management skill);

Keterampilan menghadapi tanggung jawab dan tuntutan lingkungan
termasuk bekerja dengan orang lain dan bekerja dalam kelompok
(job/role environment skill).?

Mengenai perkara-perkara yang menjadi kompetensi Pengadilan

Agama di antaranya:

®o0 o

sQe

Perkawinan,

Perceraian,

Pembagian harta,

Kepada siapa anak diserahkan apabila orangtua bercerai,

Apakah hak tiap-tiap orangtua yang bercerai itu terhadap anak
mereka,

Pusaka dan wasiat,

Perwalian, dan

Perkara-perkara lain yang menyangkut agama.*

Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut dalam memeriksa,

memutus dan menyelesaikan perkara yang ditanganinya. Kewenangan

mutlak (kompetensi absolute) Peradilan Agama meliputi perkara-perkara

28 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 25
2 bid., h. 77
30 Jazuni, Legislasi Hukum Islam di Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005),

h. 376-377



perdata tertentu seperti yang telah disebutkan dalam Undang-Undang
Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 yang berbunyi:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,

dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang

yang Bergama Islam di bidang: a. Perkawinan; b, Waris; ¢. Wasiat;

d. Hibah; e. Wakaf; f. Zakat; g. Infaq; h. Sadagah; dan i. Ekonomi

Sayariah.!

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa Pengadilan
Agama memiliki kompetensi-kompetensi yang sangat penting seperti
keterampilan melaksanakan tugas, mengelola tugas, merespon serta
keterampilan menghadapi tanggung jawab dan tuntutan lingkungan. Selain
itu, lingkup perkara yang ditangani Pengadilan juga bermacam-macam

yang mana perkara-perkara tersebut berhubungan dengan masalah yang

dimiliki oleh umat Islam.

B. Asas Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama
1. Pengertian Asas Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama
Asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum
positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-
aturan yang lebih umum.32
Para pakar hukum banyak yang mendefinisikan tentang asas hukum
sebagai berikut:
a. Van Eikema Hommes: asas hukum itu tidak boleh dianggap
sebagai norma-norma hukum yang konkrit, akan tetapi perlu

dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi
hukum vyang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu

31 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama Pasal 49
32 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty,
2005), h. 34



berorientas pada asas-asas hukum tersebut. dengan kata lain asas
hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan
hukum positif.

b. The Liang Gie: asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan
dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai
pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan
untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.

c. P. Scholten: asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan
yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum,
merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya
sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak
harus ada.®®

Menurut Al Wisnubroto, sebagaimana dikutip oleh Heni
Hendrawati dkk., mengatakan bahwa:
Dalam rangka penegakan hukum di Indonesia, hakim merupakan
kunci utama dalam pengambilan keputusan yang adil dan
bermartabat. Posisi hakim sebagai aktor utama lembaga peradilan
menjadi amat vital, terlebih lagi mengingat segala kewenangan
yang dimilikinya. Melalui putusannya, hakim dapat mengubah,
mengalihkan, atau bahkan mencabut hak dan kebebasan warga
negara, dan semua itu dilakukan dalam rangka menegakkan hukum
dan keadilan. Hakim merupakan kongkritisasi hukum dan keadilan
yang bersifat abstrak, dan digambarkan bahwa hakim sebagai wakil
Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan.®*
Berdasarkan pengertian-pengertian asas hukum di atas dapat
disimpulkan bahwa asas hukum bukanlah peraturan hukum konkrit,
melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan
latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan di
belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-

undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat

3 1bid., h. 34

3 Heni Hendrawati, et. al., Aspek Penegakan Kode Etik Hakim dalam Mewujudkan
Kekuasaan Kehakiman yang Bermartabat dan Berintegritas, (Magelang: Jurnal Varia Justicia,
Vol. 12, No. 1, 2016), h. 103



diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit

tersebut.

2. Macam-macam Asas Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama
Jika berbicara mengenai asas hukum, dalam Undang-Undang Dasar
1945 ada beberapa macam asas di antaranya:

a. Asas kesatuan dan persatuan atau kebangsaan mengamanatkan
bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum nasional yang
berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia. Hukum nasional berfungsi
mempersatukan bangsa Indonesia.

b. Asas ketuhanan mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk
hukum nasional yang bertentangan dengan agama atau bersifat
menolak atau bermusuhan dengan agama.

c. Asas demokrasi mengamanatkan bahwa dalam hubungan antara
hukum dan kekuasaan, kekuasaan harus tunduk pada hukum,
bukan sebaliknya. Pada analisis terakhir kekuasaan ada pada rakyat
dan wakil-wakilnya.

d. Asas keadilan sosial mengamanatkan bahwa semua warga negara
mempunyai hak yang sama dan bahwa semua orang sama di
hadapan hukum.3®

Menurut Sudikno Mertokusumo, asas hukum dibagi menjadi dua,
yaitu asas hukum umum dan asas hukum khusus:*

a. Asas hukum umum ialah asas hukum yang berhubungan dengan
seluruh bidang hukum, seperti asas restitutio in integrum, asas lex
posteriori derogat legi priori, asas bahwa apa yang lahirnya
tampak benar, untuk sementara harus dianggap demikian sampai
diputus (lain) oleh pengadilan.

b. Asas hukum khusus berfungsi dalam bidang yang lebih sempit
seperti dalam bidang hukum perdata, hukum pidana dan
sebagainya, yang sering merupakan penjabaran dari asas hukum
umum, seperti asas pacta sunt servanda,®’ asas konsensualisme,®

3 Mustofa, Abdul Wahid, Hukum Islam Kontemporer, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.
106

% Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum., h. 36

37 pacta Sunt Servanda (aggrements must be kept) adalah asas hukum yang menyatakan
bahwa “setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan
perjanjian. Asas ini menjadi dasar hukum Internasional karena termaktub dalam pasal 26 Konvensi
Wina 1969 yang menyatakan bahwa “every treaty in force is binding upon the parties to it and



asas yang tercantum dalam pasal 1977 BW, asas praduga tak
bersalah®.40

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa Pengadilan
Agama memiliki asas hukum acara perdata yang bermacam-macam. Asas-
asas hukum acara tersebut ada yang berhubungan dengan seluruh bidang
hukum dan ada pula yang hanya berhubungan dengan bidang hukum
tertentu.

Selain asas-asas tersebut di atas, terdapat dua asas yang juga
berlaku di lingkungan Pengadilan agama. Kedua asas tersebut adalah asas
inter partes dan asas erge omnes. Adapun penjelasannya adalah sebagai
berikut:

a. Asas inter partes
Asas ini diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 3ayat (1)
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman.
Inter partes adalah putusan yang akibat-akibatnya hanya berlaku pada
perkara yang diputus. Sedang pada perkara lain yang datang kemudian
dan mengandung persamaan belum tentu diberlakukan. Semuanya

diserahkan sepenuhnya pada hakim.*!

must be performed by them in good faith” (setiap perjanjian mengikat para pihak dan harus
dilaksanakan dengan itikad baik). Asas ini pertama kali diperkenalkan oleh Grotius

38 Asas konsensualisme adalah lahirnya kontrak ialah pada saat terjadinya kesepakatan.

39 Asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf
C yaitu: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka
sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang
menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

40 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum., h. 36

“Andi Afrianty, Implikasi Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Hubungannya
dengan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Makassar, (Makassar: Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin, 2013), h. 22



Asas Inter Partes dapat diartikan bahwa suatu putusan yang
dikeluarkan oleh Pengadilan hanya mengikat dan berlaku pada yang
diputus saja.*?

Menurut Bagir Manan, sebagaimana dikutip oleh Machmud
Aziz mengatakan bahwa:

Putusan “inter partes” adalah putusan yang akibat-akibatnya
hanya berlaku pada perkara yang diputus. Menurut paham ini,
suatu putusan pembatalan suatu peraturan perundang-undangan
atau perbuatan administrasi negara hanya berlaku bagi perkara
yang diputus tersebut. Terhadap perkara-perkara lain yang
mengandung persamaan belum tentu diberlakukan. Semuanya
diserahkan pada pendapat hakim atau para hakim yang
memutus. Sistem ini dianut antara lain oleh Amerika Serikat,
Jepang, dan Mexico. Tetapi dalam praktik, sistem ini termodi
fikasi atau dapat dikatakan dikesampingkan oleh ajaran stare
decisisdan yurisprudensi.*®

Menurut Jimly Asshiddigie, sebagaimana dikutip oleh
Isharyanto mengatakan bahwa:

Pengujian konstitusional di AS berawal dan berkaitan dengan
kasus konkret, maka putusan yang dihasilkannya pun hanya
mengikat para pihak yang bersengketa (inter partes). Namun
demikian, karena di AS berlaku prinsip stare decisis (asas
preseden), maka meskipun putusan hakim dalam pengujian
konstitusionalitas tersebut bersifat inter partes, akan tetapi
dalam kenyataan putusan itu mempunyai kekuatan preseden
yang sangat kuat dan diikuti oleh pengadilan-pengadilan lain.*

Di Indonesia secara doktriner akan berlaku sistem “inter

partes”. Kalaupun dalam praktik terdapat semacam ‘“erga omnes”

42 M. Hashi Maulana, Pengadilan Agama, dalam wordpress.com, diunduh pada tanggal
01 Juni 2017

43 Machmud Aziz, Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Peraturan
Perundang-Undang Indonesia, (Jurnal Konstitusi: Volume 7, Nomor 5, 2010), h. 132

4 |Isharyanto, Keterbatasan Pengadilan untuk Melakukan Pengujian Konstitusional
(Constitutional Review): Pengalaman Jepang, (Bandar Lampung: Jurnal llmu Hukum UBL,
Pranata Hukum, Vol. 10, No. 2, 2015), h. 136



hanya terjadi karena otoritas yurisprudensi yang diikuti dalam praktik
peradilan.

Asas inter partes adalah keputusan hakim yang mengikat para
pihak yang bersengketa.*® Kebaikan putusan “inter partes” adalah
membatasi jangkauan fungsi hakim pada batas- batas fungsi peradilan.
Kekurangannya adalah, putusan “inter partes” kurang memberikan
jaminan kepastian hukum bagi peristiwa-peristiwa yang akan datang
kemudian.*®

Menurut Arsyad, sebagaimana dikutip oleh HMI Cabang
Jember mengatakan bahwa “Sedangkan putusan MA bersifat inter
partes yang hanya mengikat para pihak bersengketa dan lingkupnya
merupakan peradilan umum, diperkenankan melakukan upaya hukum
seperti banding, kasasi dan lainnya”.*’

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa asas Inter
partes merupakan putusan yang hanya berlaku pada perkara-perkara
yang diputus, untuk perkara lain yang hampir sama yang datang
kemudian, belum tentu diberlakukan putusan sebelumnya. Di Indonesia,
memperhatikan sistem peradilan yang berada di bawah Mahkamah

Agung, maka secara doktriner akan berlaku sistem inter partes. Kalau

4 Harri Supriyadi, Penyelesaian Sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota
DPRD Pontianak, (Semarang: Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro,
2008), h. 84

46 Machmud Aziz, Pengujian Peraturan Perundang-Undangan., h. 133

47 HMI Cabang Jember Komisariat Hukum, Putusan MK Bersifat Erga Omnes, dalam
wordpress.com, diunduh pada tanggal 01 Juni 2017



pun terdapat erga omnes, hanya terjadi karena otoritas yurisprudensi

yang diikuti dalam praktik peradilan.

b. Asas erge omnes

Erga omnes adalah putusan yang akibat-akibatnya berlaku bagi
semua perkara yang mengandung persamaan yang mungkin terjadi di
masa mendatang.*® Erga omnes adalah putusan yang berlaku bagi
semua perkara yang memiliki kesamaan yang mungkin terjadi di masa
depan.

Berbeda dengan Asas Inter partes, asas Erge Omnes yang
dianut oleh negara-negara Anglo Saxon merupakan Putusan mengikat
dan berlaku pada perkara berikutnya yang memiliki kesamaan.*®

Arfan Faiz Muhlizi mengemukakan bahwa:

Erga omnes sering digunakan dalam hukum untuk menjelaskan
terminologi kewajiban dan hak terhadap semua. Sebagai contoh
sebuah hak kepemilikan adalah sebuah hak erga omnes, dan
karena itu dilaksanakan terhadap siapa pun yang melanggar hak
itu. Sebuah hak erga omnes (a statutory right/hak undang-
undang) di sini dapat dibedakan dari hak yang timbul
berdasarkan kontrak, yang hanya dilaksanakan terhadap pihak
yang membuat kontrak (inter partes).*

Menurut Bagir Manan, sebagaimana dikutip oleh Machmud

Aziz mengatakan bahwa:

Putusan “erga omnes” adalah putusan yang akibat-akibatnva
berlaku bagi semua perkara yang mengandung persamaan yang

48 Andi Afrianty, Implikasi Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan., h. 22

49 M. Hasbi Maulana, Pengadilan Agama., dalam wordpress.com, diunduh pada tanggal
01 Juni 2017

50 Arfan Faiz Muhlizi, Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana yang Berkeadilan dan
Berkepastian Hukum, Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-X1/2013, (Jakarta:
Jurnal Yudisial, Vol. 8, No. 2, 2015), h. 157



mungkin terjadi di masa yang akan datang. Jadi, sekali peraturan
perundang- undangan dinyatakan tidak sah karena bertentangan
dengan UUD atau peraturan perundang-undangan lain yang
lebih tinggi, maka menjadi batal dan tidak sah untuk setiap
orang. Sistem ini dipergunakan antara lain oleh Austria, Itali,
dan Jerman.>!

Arsyad Sanusi menjelaskan, sebagaimana dikutip oleh HMI
Cabang Jember bahwa:

Perbedaan putusan MK dengan Mahkamah Agung (MA).
Dikatakan Arsyad, putusan MK bersifat erga omnes yang berarti
mengikat dan harus dipatuhi oleh setiap warga negara. Selain itu
putusan MK bersifat final, tidak ada lagi upaya hukum seperti
banding, kasasi dan lainnya. Arsyad mencontohkan beberapa
putusan MK, antara lain putusan terhadap UU Penodaan Agama
dan UU BHP.>

Hal tersebut sebagaimana disebutkan oleh Manuar seperti yang
dikutip oleh Amrizal J. Prang sebagai berikut:

Kekuatan mengikat putusan MK, berbeda dengan putusan
pengadilan biasa, tidak hanya meliputi pihak-pihak berpekara
yaitu Pemohon, Pemerintah, DPR/DPD ataupun pihak terkait
yang diizinkan memasuki perkara, tetapi putusan tersebut juga
mengikat bagi semua orang, lembaga negara dan badan hukum
dalam wilayah Republik Indonesia. la berlaku sebagai hukum
sebagaimana hukum diciptakan pembuat undang-undang.
Hakim MK dikatakan sebagai negative legislator yang
putusannya bersifat erga omnes, yang ditujukan kepada semua
orang. Berbeda dengan putusan MA bersifat inter partes yang
hanya mengikat para pihak bersengketa dan lingkupnya
merupakan peradilan umum, diperkenankan melakukan upaya
hukum seperti banding, kasasi dan lainnya. Putusan MK
meniadakan satu keadaan hukum atau menciptakan hak atau
kewenangan tertentu akan membawa akibat tertentu yang
mempengaruhi satu keadaan hukum atau hak dan/atau
kewenangan.>

51 Machmud Aziz, Pengujian Peraturan Perundang-Undangan., h. 132-133

52 HMI Cabang Jember Komisariat Hukum, Putusan MK Bersifat Erga Omnes, dalam
wordpress.com, diunduh pada tanggal 01 Juni 2017

58 Amrizal J. Prang, Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi, (Lhokseumawe:
Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 53, 2011), h. 86-87



Menurut Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi,
sebagaimana dikutip oleh Suwarno Abadi bahwa:

Kewenangan pengujian undang-undang yang dimiliki oleh MK
pada prinsipnya bersifat publik walaupun pengajuannya dapat
dilakukan oleh individu tertentu yang hak konstitusionalnya
dirugikan oleh ketentuan undang-undang. Hal itu sesuai dengan
objek pengujiannya yaitu ketentuan undang-undang sebagai
norma yang bersifat abstrak dan mengikat secara umum. Dalam
hal pengujian UU misalnya, jelas bahwa perkara ini menyangkut
kepentingan umum yang akibat hukumnya mengikat semua
orang (erga omnes).>*

Asas erga omnes adalah keputusan hakim yang akan mengikat
bagi publik.®® Sistem putusan “erga omnes” memberikan kepastian
hukum mengenai kedudukan peraturan perundang-undangan atau
perbuatan administrasi negara yang dinyatakan tidak sah. Di pihak lain,
putusan “erga omnes” dapat dianggap memasuki fungsi perundang-
undangan (legislative function). Dengan putusan “erga omnes”, hakim
tidak lagi semata-mata menetapkan hukum untuk suatu peristiwa
konkret tetapi hukum bagi peristiwa yang akan datang (abstrak). Dan
ini mengandung unsur pembentukan hukum. Pembentukan hukum

untuk peristiwa yang bersifat abstrak adalah fungsi perundang-

undangan bukan fungsi peradilan.®®

5 Suwarno Abadi, Ultra Petita dalam Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah
Konstitusi, (Surabaya: Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 3, 2015), h. 597

55 Harri Supriyadi, Penyelesaian Sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW)., h. 84

% Machmud Aziz, Pengujian Peraturan Perundang-Undangan., h. 133



C. Sengketa Waris
1. Asas Hukum Sengketa Waris
Hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang
memperlihatkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan Islam itu
sendiri. Asas-asas kewarisan Islam tersebut yaitu asas ijbari, asas bilateral,
asas individual, asas keadilan berimbang dan asas semata akibat kematian.
Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Asas ljbari
Asas ijbari yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam
mengandung arti bahwa peralihan harta seseorang yang meninggal
dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut
ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau
ahli waris.
Kata ijbari sendiri secara leksikal mengandung arti paksaan
(compulsory), dijalankannya asas ini dalam Hukum Kewarisan
Islam mengandung arti bahwa peralihan harta tersebut terjadi
dengan sendirinya menurut ketentuan Allah SWT tanpa tergantung
kepada kehendak dari pewaris ataupun permintaan dari ahli
warisnya, sehingga tidak ada satu kekuasaan manusia pun dapat
mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau
mengeluarkan orang yang berhak.

b. Asas bilateral
Asas bilateral dalam Hukum Kewarisan Islam mengandung arti
bahwa harta warisan beralih kepada ahli warinya melalui dua arah
(dua belah pihak). Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak
kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat
garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan
perempuan.

c. Asas individual
Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual,
dalam arti harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing
ahli  waris untuk dimiliki secara perorangan. Dalam
pelaksanaannya masing-masing ahli waris menerima bagiannya
tersendiri tanpa terikat dengan ahli waris yang lain.

d. Asas Keadilan Berimbang
Kata adil merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata
al- ‘adlu. Hubungannya dengan masalah kewarisan, kata tersebut



dapat diartikan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta
keseimbangan antara yang diperolen dengan keperluan dan
kegunaannya.
e. Asas Semata Akibat Kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada
orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku
setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti
bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain
(keluarga) dengan nama waris selama yang mempunyai harta
masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta
seseorang yang masih hidup baik secara langsung maupun
terlaksana setelah ia mati, tidak termasuk ke dalam istilah
kewarisan menurut hukum Islam.>’

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa asas hukum
dalam sengketa warit ada lima yaitu asas ijbari, asas bilateral, asas
individual, asas keadilan berimbang dan asas semata akibat kematian.
Masing-masing asas tersebut mempunyai karakteristik sendiri-sendiri

sesuai dengan namanya.

2. Ketentuan Waris
Dalam hukum Islam, hukum kewarisan ini menduduki tempat amat
penting. ayat Al-Qur'an mengatur hukum kewarisan dengan jelas dan
terperinci. Seperti Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa’

ayat 176:

57 Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam, Sebagai Pembaruan Hukum
Positif di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 22-30
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Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa

dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta
peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak
menurut bahagian yang telah ditetapkan.”>®

Avyat di atas telah jelas-jelas menjelaskan bahwa bagi laki-laki dan

perempuan sudah dipastikan bagiannya masing-masing dalam

pembagiannya sesuai dengan bagiannya yang sudah ditetapkan dari harta

peninggalan orang tua mereka.

Perihal ayat ini, Imam Ibnu Kasir menjelaskan sebagai berikut:

Yakni perihal mewaris secara kalalah. Lafaz yang disebutkan ini
menunjukkan adanya lafaz yang tidak disebutkan. Dalam
pembahasan yang lalu telah diterangkan makna lafaz kalalah dan
akar katanya, bahwa kalalah itu diambil dari pengertian untaian
bunga yang dikalungkan di atas kepala sekelilingnya. Karena itulah
mayoritas ulama menafsirkannya dengan pengertian orang yang
meninggal dunia dalam keadaan tidak mempunyai anak, tidak pula
orang tua. Menurut salinan yang lain, tidak mempunyai anak, tidak
pula cucu. Sebagian ulama mengatakan bahwa kalalah ialah orang
yang tidak mempunyai anak.>

Dalam hal ini, Mahmud Yunus menjelaskan bahwa agar kiranya

dalam pembagian harta pusaka sesuai dengan ketentuan yang berlaku di

dalam Al-Qur’an serta peraturan-peraturan kewarisan yang ada. Dalam

bukunya ia mengatakan:

%8 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2005), h.
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% lbnu Kasir Ad-Dimasyqi, Tafsir lonu Kasir, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000),

h. 134-135



Allah menganjurkan, supaya kaum muslimin menurut peraturan
pembagian harta pusaka, sebagaimana termaktub dalam kitab suci
Al-Qur’an dan menjanjikan siksa neraka bagi orang yang
melanggar peraturan itu. Karena siapa yang mengambil hak orang
lain dengan tiada suka hati yang empunya, samalah halnya dengan
merampok atau mencuri pada sisi Allah, meskipun ia terlepas dari
hukuman di atas dunia.”®°

Berbicara mengenai hukum waris, Masjfuk Zuhdi mengemukakan

pendapatnya di dalam bukunya Masail Fighiyah, bahwa:

“Di negara kita RI ini, hukum waris yang berlaku secara nasional
belum terbentuk, dan hingga kini ada 3 (tiga) macam hukum waris
yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia, yakni hukum
waris yang berdasarkan hukum Islam, hukum adat, dan hukum
perdata Eropa (BW). Hal ini adalah akibat warisan hukum yang
dibuat oleh pemerintah colonial Belanda untuk Hindia Belanda
dahulu.”®!

Sedangkan dalam KUH Perdata pasal 127 dijelaskan bahwa:

“setelah salah seorang dan suami isteri meninggal, maka bila ada
meninggalkan anak yang masih di bawah umur, pihak yang hidup
terlama wajib untuk mengadakan pendaftaran harta benda yang
merupakan harta bersama dalam waktu empat bulan. Pendaftaran
harta bersama itu boleh dilakukan di bawah tangan tetapi harus
dihadiri oleh wali pengawas. Bila pendaftaran harta bersama itu
tidak diadakan, gabungan harta bersama berlangsung terus untuk
keuntungan si anak yang masih di bawah umur dan sekali-kali tidak
boleh merugikannya.”%?

Berdasarkan Al-Qur’an, bahwa pada prinsipnya hukum Islam

bersumber pada penetapan Allah (berupa hukm Allah yang tercantum

dalam Qur’an dan Kitab-kitab suci yang terdahulu yang diturunkan kepada

para Nabi dan Rasul Allah), penetapan Rasul Allah (berupa hukum Rasul

baik dalam bentuk hadits maupun sunnah) dan penetapan ulil amri (berupa

8 Mahmud Yunus, Hukum Warisan dalam Islam, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1999), h. 5
61 Masjfuk Zuhdi, Masail Fighiyah, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997), h. 195
62 Bergerlijk Wetboek, KUH Perdata: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pustaka

Mahardika, h. 32



hukum negara dengan cara berijtihad, dalam artian mempergunakan logika
untuk menetapkan sesuatu hukum yang didasarkan pada hukum Allah dan
hukum Rasul. Ketiga sumber hukum Islam ini, baik penetapan Allah,
penetapan Rasul maupun penetapan ulil amri diikat oleh satu nilai yang
sama, yang kesemuanya bermuara pada hukum Allah, yaitu Al-Qur’an itu

sendiri.
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ta‘atilah Allah dan ta atilah
Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu
berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia
kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu
benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang
demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”®
(Q.S. An-Nisa’: 59)

Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan
dengan Abdullah ibnu Huzafah ibnu Qais ibnu Addi ketika ia
diutus oleh Rasulullah SAW untuk memimpin suatu pasukan
khusus. Hal yang sama diketengahkan oleh jamaah lainnya, kecuali
Imam Ibnu Majah, melalui hadits Hajaj ibnu Muhammad Al-
A’war, Imam Turmudzi mengatakan hadits ini hasan gharib, kami
tidak mengenalnya kecuali melalui hadits lbnu Juraij.®*

Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan
dengan makna ulil amri bahwa yang dimaksud adalah ahli figih dan ahli

agama. Hal yang sama telah dikatakan oleh mujahid, Ata, Al-Hasan Al-

8 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya., h. 231
8 Ibnu Kasir Ad-Dimasydqi, Tafsir lbnu Kasir., h. 262



Basri dan Abul Aliyah, bahwa yang dimaksud ulil amri adalah para
ulama.®

Avyat di atas menjelaskan tentang anjuran untuk senantiasa menaati
perintah dan hukum yang bersumber dari Allah, Rasul dan ulil amri atau
orang yang mempunyai kekuasaan. Ayat di atas juga menjelaskan
diperbolehkannya kepada kita untuk berijtihad dengan syarat didasarkan
kepada Al-Qur’an dan hadits.

Begitu pula dalam hal waris, sebagai warga Indonesia yang
berlandaskan hukum negara, sudah seharusnya Kkita mentaati peraturan
yang telah ditetapkan. Sebagian besar masalah-masalah itu tidak terkecuali
hukum waris tidak disinggung dalam Al-Qur’an atau sunnah secara
eksplisit, atau disinggung tetapi tidak dengan keterangan yang jelas dan
pasti.

Hal yang demikian itu tidak berarti Allah dan Rasul-Nya lupa atau

lengah dalam mengatur syari’at Islam tetapi justru itulah

menunjukkan kebijaksanaan Allah dan Rasul-Nya yang sangat
tinggi/tepat dan merupakan blessing in disguise bagi umat manusia.

Sebab masalah-masalah yang belum/tidak ditunjukkan oleh Al-

Qur’an  /Sunah  itu  diserahkan  kepada  pemerintah,

ulama/cendekiawan Muslim, dan ahlul 4illi wal ‘aqdi (orang-orang

yang punya keahlian menganalisa dan memecahkan masalah) untuk
melakukan pengkajian atau ijtihad guna menetapkan hukumnya,
yang sesuai dengan kemaslahatan masyarakat dan perkembangan
kemajuannya.®®

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sebagai muslim yang

baik, kita harus melaksanakan hukum sesuai hukum syara’ yang benar.

Namun di samping itu juga, sebagai warga negara Indonesia, kita juga

% Ibid, h. 271-272
% Masjfuk Zuhdi, Masail Figh., h. 196



harus menaati aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah sebagai
pemimpin negara. Karena Islam telah menganjurkan untuk menaati ulil

amri atau orang yang mempunyai kekuasaan dan menaati para ulama.

3. Terhalangnya Waris
Beberapa yang menghalangi mendapat warisan/pusaka dari keluarga
mereka yang meninggal dunia adalah:
a. Sebab Perbudakan.

Status orang yang dalam perbudakan dianggap sebagai orang
yang dianggap tidak cakap berbuat sesuatu dan dianggap telah putus
hubungan dengan keluarganya maka ia tidak berhak menerima
warisan.®’

Seorang hamba tidak mendapat pusaka dari semua keluarganya
yang meninggal dunia selama ia masih berstatus hamba.%® Seperti

firman Allah SWT:
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Artinya: “Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba
sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap
sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari
Kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara
sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu

5 BNKS Mansa Melati, Figma Figron, Figih Mawaris dan Figih Mugoronah, Metro:
Mubarok, tt, h. 39
8 Sulaiman Rasjid, Figh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), h. 351



sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan
mereka tiada mengetahui.”® (Q.S. An-Nahl: 75)

Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa hal ini
adalah suatu perumpamaan yang dibuat oleh Allah, menggambarkan
perihal orang kafir dan orang mukmin. Hal yang sama telah dikatakan
pula oleh Qatadah, dan dipilih oleh Ibnu Jarir, bahwa hamba sahaya
yang tidak mampu berbuat sesuatu adalah perumpamaan orang kafir,
sedang orang yang diberi rezeki yang baik, lalu menafkahkan
sebagian darinya baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-
terangan adalah perumpamaan orang mukmin.

Ibnu Abu Nujaih telah meriwayatkan dari Mujahid, bahwa hal
ini merupakan perumpamaan yang dibuat untuk menggambarkan
berhala dan Tuhan Yang Hak, maka apakah yang satu sama dengan
yang lainnya? Mengingat perbedan di antara keduanya sangat
mencolok dan jelas, tiada yang buta mengenainya kecuali hanya orang
yang bodoh, maka disebutkan oleh firman-Nya:"®

%Vo% C)jilx.j Y (i.ij.:f/f ke
Artinya: “Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka
tiada mengetahui.””* (Q.S. An-Nahl: 75)

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa hamba

sahaya tidak mendapatkan warisan, baik dari tuannya maupun dari

orang tua kandungnya. Kecuali hamba tersebut sudah merdeka, ia

8 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya., h. 339
0 Ibnu Kasir Ad-Dimasydqi, Tafsir Ibnu Kasir., h. 211-212
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mendapat warisan sebagaimana orang merdeka lainnya. Tapi ia tidak

mendapat warisan dari orang yang memerdekakannya.

b. Pembunuh

Orang yang membunuh keluarganya tidak mendapat pusaka

dari keluarganya yang dibunuhnya itu.”

Sabda Rasulullah SAW:

Artinya: “Yang membunuh tidak mewarisi sesuatu pun dari yang
dibunuhnya”.” (HR. Nasai)

Sebab pembunuhan, orang yang membunuh muwaris tidak
mendapat warisan walau ia anak kandungnya sendiri.”

Dari uraian di atas sudah jelas bahwa orang yang membunuh
keluarganya tidak mempunyai hak menerima warisan dari orang yang
dibunuh. Artinya hak menerima warisan menjadi gugur karena
membunuh.

c. Murtad

Orang yang keluar dari agama Islam tidak mendapat pusaka
dari keluarganya yang masih tetap memeluk agama Islam, dan
sebaliknya ia pun tidak mempusakai mereka yang masih beragama

Islam.”

2 Sulaiman Rasjid, Figh Islam., h. 351
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Artinya: “Dari Abu Bardah. Ia berkata, “Rasululah SAW telah

mengutusku untuk menemui seorang laki-laki yang kawin
dengan istri bapaknya. Nabi SAW menyuruh supaya aku
membunuh laki-laki tersebut dan membagi hartanya sebagai
harta rampasan, sedangkan laki-laki tersebut murtad.”"®
Berdasarkan pengertian dan hadits tentang murtad di atas
disimpulkan bahwa orang yang murtad gugur hak mewarisinya, baik
itu dari atas, bawah maupun dari samping. Demikian pula sebaliknya,
ia tidak dapat mewariskan hartanya kepada keluarganya yang muslim.
Bahkan dalam hadits di atas dijelaskan bahwa harta dari orang murtad
merupakan harta rampasan.
Sebab berlainan agama. Demikian pula yang tidak seagama juga tidak
berhak walu ia anak kandungna sendiri.””

Orang kafir, menurut ulama figih klasik, merupakan salah satu
kelompok yang diharamkan untuk menerima dan memberi warisan
(mawani’ al-irtsi).™

Orang yang tidak memeluk agama Islam (kafir) tidak berhak
menerima pusaka dari keluarganya yang memeluk agama Islam.

Begitu juga sebaliknya, orang Islam tidak berhak pula menerima

pusaka dari keluarganya yang kafir."

h. 165

6 Muhammad Bagi, Shahih Bukhari., h. 552
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Artinya: “Diriwayatkan oleh Usamah bi Zaid, sesunggunya Nabi
bersabda: “Hendaknya orang muslim tidak mewarisi harta

orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang

muslim.”&

Orang-orang yang terhalang mendapatkan warisan sebenarnya
tetap mendapat warisan menurut ketentuan-ketentuan yang telah
disebutkan, kecuali apabila ada ahli waris yang lebih dekat
pertaliannya kepada si mayat daripada mereka. Karena itu mereka
terhalang, tidak mendapat seperti ketentuan, tetapi bagiannya menjadi
kurang, bahkan mungkin tidak mendapat sama sekali. Diantara orang-
orang yang tidak mendapat pusaka, atau bagiannya menjadi kurang
karena ada yang lebih dekat pertaliannya kepada si mayat yaitu:

1) Nenek (ibu dari ibu atau ibu dari bapak), tidak mendapat pusaka
karena ada ibu, sebab ibu lebih dekat pertaliannya kepada si mayat
daripada nenek. Maka selama ibu masih ada, nenek tidak mendapat
pusaka. Begitu juga kakek, tidak mendapat pusaka selama
bapaknya masih ada, karena bapak lebih dekat pertaliannya kepada
si mayat daripada kakek.

2) Saudara seibu, tidak mendapat pusaka karena adanya orang-orang
yang disebutkan di bawah ini:

a) Anak, baik laki-laki maupun perempuan.

b) Anak dari anak laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan.
c) Bapak

d) Kakek

3) Saudara sebapak tidak mendapat pusaka dengan adanya salah
seorang dari empat orang berikut:
a) Bapak

80 Imam Al-Mundziri, Ringkasan Shahih Muslim, (Bandung: Jabal, 2013), h. 383



b) Anak laki-laki
c) Anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu laki-laki)
d) Saudara laki-laki yang seibu sebapak
4) Saudara seibu sebapak tidak mendapat pusaka dengan adanya salh
satu dari ketiga orang yang tersebut di bawah ini:
a) Anak laki-laki
b) Anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu laki-laki)
c) Bapak.’!

Berdasarkan penjelasan di atas sudah jelas bahwa ada beberapa
orang yang tidak mendapat harta pusaka/warisan. Hal tersebut karena ada
orang-orang yang mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan orang

yang meninggal daripada dirinya.

81 Sulaiman Rasjid, Figh Islam., h. 363-365
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Putusan Pengadilan tentang Asas Inter partes dan Asas Erge Omnes
1. Putusan Pengadilan tentang Asas Inter partes
Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut dalam memeriksa,
memutus dan menyelesaikan perkara yang ditanganinya.
Menurut Bagir Manan, sebagaimana dikutip oleh Machmud Aziz
mengatakan bahwa:
Putusan “inter partes” adalah putusan yang akibat-akibatnya hanya
berlaku pada perkara yang diputus. Menurut paham ini, suatu
putusan pembatalan suatu peraturan perundang-undangan atau
perbuatan administrasi negara hanya berlaku bagi perkara yang
diputus tersebut. Terhadap perkara-perkara lain yang mengandung
persamaan belum tentu diberlakukan. Semuanya diserahkan pada
pendapat hakim atau para hakim yang memutus. Sistem ini dianut
antara lain oleh Amerika Serikat, Jepang, dan Mexico. Tetapi dalam
praktik, sistem ini  termodifikasi atau dapat dikatakan
dikesampingkan oleh ajaran stare decisis dan yurisprudensi.®
Stare decisis atau lazim juga disebut sistem precedent mewajibkan
hakim dalam hal perkara yang mengandung persamaan untuk mengikuti
putusan terdahulu. Akibatnya, secara praktis putusan yang menurut prinsip
hanya “inter partes” menjadi berlaku secara umum (semua perkara yang
mengandung persamaan). Keadaan semacam ini berlaku juga bagi negara-

negara yang meskipun tidak menganut ajaran stare decisis tetapi

menempatkan yurisprudensi sebagai suatu yang dalam praktik mengikat

8 Machmud Aziz, Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Peraturan
Perundang-Undang Indonesia, (Jurnal Konstitusi: Volume 7, Nomor 5, 2010), h. 132



terutama yurisprudensi Mahkamah Agung. Hakim-hakim meskipun secara
hukum tidak wajib mengikuti yurisprudensi tetapi dalam praktik mengikuti
yurisprudensi, terutama yurisprudensi Mahkamah Agung. Dengan
demikian, bagi negara yang menganut prinsip stare decisis dan
yurisprudensi mengikat (binding), maka putusan inter partes dalam
kemyataan berlaku umum (erga omnes).

Di Indonesia secara doktriner akan berlaku sistem “inter partes”.
Kalaupun dalam praktik terdapat semacam “erga omnes” hanya terjadi
karena otoritas yurisprudensi yang diikuti dalam praktik peradilan.

Kebaikan putusan “inter partes” adalah membatasi jangkauan fungsi
hakim pada batas- batas fungsi peradilan. Kekurangannya adalah, putusan
“inter partes” kurang memberikan jaminan kepastian hukum bagi
peristiwa-peristiwa yang akan datang kemudian.%?

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa asas Inter partes
merupakan putusan yang hanya berlaku pada perkara-perkara yang
diputus, untuk perkara lain yang hampir sama yang datang kemudian,

belum tentu diberlakukan putusan sebelumnya.

Putusan Pengadilan tentang Asas Erge Omnes

Menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Machmud Aziz,
sistem peradilan Indonesia tidak menganut ajaran “stare decisis” atau “pre
cedent”. Hakim-hakim Indonesia bebas untuk mengikuti atau tidak

mengikuti putusan terdahulu. Walaupun demikian, dalam praktik, hakim-

8 Machmud Aziz, Pengujian Peraturan Perundang-Undangan., h. 133



hakim menuruti berbagai yurisprudensi tetap (vaste jurisprudentie)
terutama yurisprudensi Mahkamah Agung. Hal ini selain berdasarkan
pertimbangan otoritas, juga secara praktis kemungkinan putusan hakim
yang lebih rendah akan dibatalkan Mahkamah Agung kalau tidak
mengikuti yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung. Memperhatikan
sistem peradilan tersebut, maka di Indonesia secara doktriner akan berlaku
sistem “inter partes”. Kalaupun dalam praktik terdapat semacam “erga
omnes” hanya terjadi karena otoritas yurisprudensi yang diikuti dalam
praktik peradilan.®

Putusan hakim yang biasa digunakan sebagai dasar pertimbangan
hakim lain sering disebut dengan istilah yurisprudensi. Berbicara masalah
yurisprudensi maka kita tidak akan terlepas dari pembahasan mengenai
sumber hukum di Indonesia. Hal ini karena yurisprudensi merupakan salah
satu sumber hukum di Indonesia.

Dalam sistem common law, yurisprudensi diartikan sebagai suatu
ilmu pengetahuan hukum positif dan hubungan-hubungannya dengan
hukum lain. Sedangkan dalam sistem statute law dan civil law diartikan
sebagai putusan-putusan hakim terdahulu yang telah berkekuatan hukum
tetap yang diikuti oleh para hakim atau badan peradilan lain dalam
memutuskan perkara atau kasus yang sama.

Dalam sistem common law disebutkan juga bahwa hakim tidak

hanya berfungsi sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan

8 Ibid., h. 133



peraturan-peraturan hukum saja. Hakim juga berperan besar dalam
membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat. Hakim mempunyai
wewenang yang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang
berlaku. Selain itu, menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang akan
menjadi pegangan bagi hakim-hakim lain untuk memutuskan perkara-
perkara sejenis.

Suatu putusan hakim dapat disebut sebagai yurisprudensi, apabila
putusan hakim itu memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

(1)Putusan atas suatu peristiwa hukum yang belum jelas pengaturan
perundang-undangannya.

(2)Putusan tersebut harus merupakan putusan yang telah berkekuatan
hukum tetap.

(3)Telah berulang kali dijadikan dasar untuk memutus perkara yang
sama.

(4)Putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan.

(5)Putusan tersebut dibenarkan olen Mahkamah Agung.®

Erga omnes adalah putusan yang berlaku bagi semua perkara yang
memiliki kesamaan yang mungkin terjadi di masa depan.

Menurut Bagir Manan, sebagaimana dikutip oleh Machmud Aziz
mengatakan bahwa:

Putusan “erga omnes” adalah putusan yang akibat-akibatnva berlaku
bagi semua perkara yang mengandung persamaan yang mungkin
terjadi di masa yang akan datang. Jadi, sekali peraturan perundang-
undangan dinyatakan tidak sah karena bertentangan dengan UUD
atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi, maka
menjadi batal dan tidak sah untuk setiap orang. Sistem ini
dipergunakan antara lain oleh Austria, Itali, dan Jerman.%

8 Ahmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial
Prudence), (Jakarta: Kencana, 2009), h. 11
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B.

Sistem putusan “erga omnes” memberikan kepastian hukum
mengenai kedudukan peraturan perundang-undangan atau perbuatan
administrasi negara yang dinyatakan tidak sah. Di pihak lain, putusan
“erga omnes” dapat dianggap memasuki fungsi perundang-undangan
(legislative function). Dengan putusan “erga omnes”, hakim tidak lagi
semata-mata menetapkan hukum untuk suatu peristiwa konkret tetapi
hukum bagi peristiwa yang akan datang (abstrak). Dan ini mengandung
unsur pembentukan hukum. Pembentukan hukum untuk peristiwa yang
bersifat abstrak adalah fungsi perundang-undangan bukan fungsi

peradilan.®’

Penyelesaian Perkara Waris di Pengadilan Agama

Hukum kewarisan sering dikenal dengan istilah faraidh. Hal ini karena
dalam Islam, bagian-bagian warisan yang menjadi hak ahli waris telah
ditentukan dalam Al Qur’an. Hukum kewarisan dalam Islam mendapat
perhatian besar, karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat
yang tidak menguntungkan.

Keragaman hukum waris berakibat pada adanya beberapa lembaga
peradilan yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa waris.
Lembaga peradilan dimaksud adalah Peradilan Umum dan Peradilan Agama
yang masing-masing peradilan memiliki kewenangan yang diberikan oleh

undang-undang.

87 Machmud Aziz, Pengujian Peraturan Perundang-Undangan., h. 133



1. Waris Beda Agama

Mengenai hukum kewarisan orang yang beda agama Al-Qur’an

telah menjelaskan sebagai berikut:
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Artinya: ... Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang

kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.® (Q.S. An-
Nisa’: 141)

Mengenai ayat tersebut, dalam tafsir Jalalain telah dijelaskan
sebagai berikut:

(Yakni orang-orang) menjadi badal bagi "orang-orang” yang
sebelumnya (yang menunggu-nunggu datangnya padamu) giliran
peristiwa (jika kamu berolen kemenangan) berikut harta rampasan
(dari Allah, mereka berkata) kepadamu ("Bukankah kami bersama
kamu'") baik dalam keagamaan maupun dalam berjihad? Lalu mereka
diberi bagian harta rampasan itu. (Sebaliknya jika orang-orang kafir
yang beroleh nasib baik) berupa kemenangan terhadapmu (mereka
berkata) kepada orang-orang kafir itu: ("Bukankah kami turut berjasa
memenangkanmu) padahal kalau kami mau, kami mampu pula
menahan dan memusnahkanmu tetapi itu tidak kami lakukan?"
("Dan) tidakkah (kami membela kamu dari orang-orang mukmin)
agar mereka tidak beroleh kemenangan, yaitu dengan mengirim
berita kepadamu, membukakan rahasia dan siasat mereka, hingga
jasa besar kami itu tidak dapat kamu ingkari dan lupakan?" Firman
Allah swt.: ("Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu)
dengan mereka (pada hari kiamat) yaitu dengan memasukkanmu ke
dalam surga dan memasukkan mereka ke dalam neraka. (Dan Allah
sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang kafir terhadap
orang-orang beriman.”) maksudnya jalan untuk mencelakakan dan
membasmi mereka.?®

8 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2005), h.
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8 Jalaluddin Asy-Syuyuthi, Jalaluddin Muhammad Ibn Ahmad Al-Mahalliy, Tafsir
Jalalain, terj. Dani Hidayat, (Tasikmalaya: Pesantren Persatuan Islam 91 Tasikmalaya, 2010)



Berkaitan dengan ayat tersebut, Muhibbin dan Wahid menjelaskan
sebagai berikut:

Apabila seorang ahli waris yang berbeda agama beberapa saat
sesudah meninggalnya pewaris lalu masuk Islam, sedangkan
peninggalan belum dibagi-bagikan maka seorang ahli waris yang
baru masuk Islam itu tetap terhalang untuk mewarisi, sebab
timbulnya hak mewarisi tersebut adalah sejak adanya kematian orang
yang mewariskan, bukan saat kapan dimulainya pembagian harta
peninggalan. Padahal pada saat kematian si pewaris, ia masih dalam
keadaan non-Islam (kafir). Jadi, mereka dalam keadaan berlainan
agama. Seperti contoh apabila seorang muslim meninggal dunia,
sedang istrinya adalah orang kafir, beberapa jam kemudian istrinya
masuk Islam maka si istri tidak berhak menerima warisan walaupun
harta warisan belum terbagi.*

Mengenai hukum seorang muslim mewarisi non-muslim para
ulama ada dua pendapat di antaranya:

1)  Mutlak menolak waris beda agama, baik seorang muslim mewarisi
seorang kafir atau sebaliknya, Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali
termasuk kelompok ini.%!

2)  Membolehkan hukum seorang muslim mewarisi seorang kafir dan
mengharamkan kebalikannya. Ini berdasarkan analogi (qgiyas)
diperbolehkannya pernikahan seorang muslim dengan wanita non-
muslim (Ahli Kitab) sebagaimana disinyalir dalam surat Al-Maidah

ayat 5. Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain: Mu’adz ibn

Jabal, Mu’awiyah, Sa’id ibn Al-Musayyab dan Masrug.%?

% Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam, Sebagai Pembaruan Hukum
Positif di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 78-79

%1 Nurcholish Madjid dkk., Figih Lintas Agama, (Jakarta: Paramadina, 2005), h. 165

%2 |bid., h. 166



Dicontohkan®® dalam sebuah perkara waris, pewaris bernama
Muhammad Armaya bin Renreng, alias Armaya Renreng, beragama Islam
yang meninggal pada tanggal 22 Mei 2008. Pewaris meninggalkan seorang
Istri yang bernama Evie Lany Mosinta (Tergugat), beragama Kristen.
Mereka menikah secara Islam pada tanggal 1 November 1990, diBo“E,
Kabupaten Poso, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 57/K.PS/XI
/1990. Dalam perkawinan almarhum Muhammad Armaya bin Renreng,
alias Armaya Renreng dengan Evie Lany Mosinta, tidak dikarunia seorang
anak.

Menurut Hukum Islam, almarhum Muhammad Armaya bin
Renreng, alias Armaya Renreng, berhak memperoleh 1/2 (seperdua)
bagian dari harta bersama tersebut dan menurut hukum adalah menjadi
harta warisan dari almarhum Muhammad Armaya bin Renreng, alias
Armaya Renreng, yang merupakan hak dari pada para ahli warisnya, tetapi
harta tersebut seluruhnya masih dalam penguasaan Evie Lany Mosinta dan
belum diserahkan atau dibagikan oleh Evie kepada para ahli waris dari
almarhum Muhammad Armaya bin Renreng, alias Armaya Renreng.

Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 732/Pdt .G/2008/PA
juga dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan
putusannya Nomor: 59/Pdt.G/2009/PTA.Mks, tanggal 15 Juli 2009 M.
bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1430 H yang dalam tingkat banding

atas permohonan Tergugat.

% Pytusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010



Selanjutnya, dalam putusan Mahkamah Agung No:16K/AG/2010
penulis akan menguraikan tentang dasar dan pertimbangan hakim
Mahkamah Agung vyang digunakan dalam memutus perkara
No:16K/AG/2010:

Pertama, Bahwa perkawinan pewaris dengan Pemohon Kasasi
sudah cukup lama yaitu 18 tahun, berarti cukup lama pula Pemohon
Kasasi mengabdikan diri pada pewaris, karena itu walaupun Pemohon
Kasasi non muslim layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya selaku
isteri untuk mendapat bagian dari harta peninggalan berupa wasiat wajibah
serta bagian harta bersama sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung
dan sesuai rasa keadilan.

Kedua, Bahwa persoalan kedudukan ahli waris non muslim sudah
banyak dikaji oleh kalangan ulama diantaranya ulama Yusuf Al Qaradawi,
menafsirkan bahwa orang-orang non Islam yang hidup berdampingan
dengan damai tidak dapat dikategorikan kafir harbi, demikian halnya
Pemohon Kasasi bersama pewaris semasa hidup bergaul secara rukun
damai meskipun berbeda keyakinan, karena itu patut dan layak Pemohon
Kasasi memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris berupa wasiat
wajibah.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010, hakim
memiliki pertimbangan bahwa karena perkawinan pewaris dengan
Pemohon Kasasi sudah cukup lama yaitu 18 tahun, berarti cukup lama

pula Pemohon Kasasi mengabdikan diri pada pewaris, karena itu walaupun



Pemohon Kasasi non muslim layak dan adil untuk memperoleh hak-

haknya selaku isteri untuk mendapat bagian dari harta peninggalan berupa

wasiat wajibah serta bagian harta bersama sebagaimana yurisprudensi

Mahkamah Agung dan sesuai rasa keadilan.

Permasalahan pemberian wasiat wajibah masih banyak mengalami
perdebatan dikarenakan pembahasan mengenai ini tidak begitu lengkap
dibahas dalam Kompilasi Hukum Islam, yakni hanya dibahas dalam Pasal
209 yang mengatakan bahwa:

(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai
dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua
angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak
banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.

(2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat
wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua
angkatnya.®

Oleh karena wasiat wajibah ini mempunyai titik singgung secara
langsung dengan hukum kewarisan Islam, maka pelaksanaannya
diserahkan kepada kebijaksanaan hakim untuk menetapkannya dalam
proses pemeriksaan perkara waris yang diajukan kepadanya. Hal ini
penting diketahui oleh hakim karena wasiat wajibah itu mempunyai tujuan
untuk mendistribusikan keadilan, yaitu memberikan bagian kepada ahli
waris yang mempunyai pertalian darah namun nash tidak memberikan
bagian yang semestinya, atau orang tua angkat dan anak angkat yang

mungkin sudah banyak berjasa kepada si pewaris tetapi tidak diberi bagian

dalam ketentuan hukum waris Islam, maka hal ini dapat dicapai jalan

% Kompilasi Hukum Islam, Pasal 209



keluar dengan menerapkan wasiat wajibah sehingga mereka dapat
menerima bagian dari harta pewaris.

Berdasarkan dengan perkara waris yang telah dipaparkan di atas
yang kemudian dikaitkan dengan teori yang ada, keputusan hakim
mengenai wasiat wajibah sebenarnya sudah layak diberikan kepada si istri
yang notabene beragama Kristen. Hal ini diberikan sebagai wujud
distribusi karena telah mengabdikan diri kepada suami selama masa
perkawinannya dengan si pewaris. Maka dari itu, putusan wasiat wajibah
bisa diberlakukan kembali dalam persidangan apabila ditemukan atau

terjadi perkara yang sama.

. Waris Adat

Kaidah 4«Sss 32l memberi peluang besar pada tradisi apa pun
untuk dikonversi menjadi bagian dari hukum Islam. Maksudnya, di
samping harus berpegang teguh pada agama, seseorang harus
mengembangkan tradisi intelektual yang otentik dan intensif.

Antara Islam dan adat istiadat setempat saling mempengaruhi satu
sama lainnya. Syari’at mengakui bahwa ‘urf sebagai sumber hukum
karena menyadari kenyataan bahwa adat kebiasaan telah memainkan
peranan penting dalam mengatur masyarakat. Hal ini sebagaimana

disebutkan oleh Hasbi seperti yang dikutip oleh Jazuni bahwa ““ urf adalah



adat kebiasaan yang dipandang baik oleh akal dan diterima oleh tabi’at
manusia”.%®

Sebagaimana diketahui bahwa bangsa Indonesia terdiri dari
berbagai macam suku, budaya dan adat-istiadat. Keragaman budaya dan
adat-istiadat melahirkan keragaman dalam bidang hukum tidak terkecuali
hukum waris. Salah satu waris adat bisa dilihat di kalangan masyarakat
Batak.

Pada kalangan masyarakat batak terdapat prinsip-prinsip ”Dalihan
Na Tolu™® mengandung makna yaitu “Somba Marhulahula™®’, “Elek
Marboru”®® dan ”Manat Mardongan Tubu.® Dilihat dari posisi “Dalihan
Na Tolu”, terdapat perbedaan struktural dan bahkan perbedaan prinsip
(pendapat), akan tetapi melalui peran “Dalihan Natolu” seluruh aspek
kegiatan tetap mengacu kepada hasil yang terbaik.

Masyarakat patrilineal khususnya di masyarakat adat Batak ,
bahwa anak laki-laki saja yang berhak mewaris karena anak laki-laki
nantinya dianggap sebagai generasi penerus marga/ klan. Dengan sistem
patrilineal ini jelas anak laki-laki sebagai generasi penerus. Sedangkan
anak perempuan nantinya akan ikut suaminya kelak, tidak mendapat hak

waris, karena dia juga akan menikmati hak dari keluarga suaminya.

% Jazuni, Legislasi Hukum Islam di Indonesia, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2005), h.

% Dalihan Na Tolu artinya tungku yang berkaki tiga. Dalihan Na Tolu adalah filosofis atau

wawasan sosial-kulturan yang menyangkut masyarakat dan budaya Batak. Dalihan Natolu menjadi
kerangka yang meliputi hubungan-hubungan kerabat darah dan hubungan perkawinan yang
mempertalikan satu kelompok.

% Somba Marhulahula artinya hormat kepada keluarga pihak istri.
% Elek Marboru artinya sikap membujuk/mengayomi wanita.
% Manat Mardongan Tubu artinya bersikap hati-hati kepada teman semarga.



Namun pada kenyataannya hukum waris adat yang di terapkan oleh
para hakim bukan lagi hukum waris adat yang asli, tetapi hukum waris
adat baru yang sudah di modernisasi, yang sesusai dengan perkembangan
masyarakat di Indonesia.

Dalam perkara pembagian harta warisan Batak Toba yang
dilaporkan ke Pengadilan Negri Medan yang berwenang melakukan
pemeriksaan, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negri
Medan Nomor194/Pdt.G/2009/PN.Mdn dengan amar putusan menyatakan
Penolakan tidak dapat diterima.

Putusan Majelis Hakim pada tingkat pertama dianggap salah dalam
menerapkan hukum sehingga Pihak Penggugat mengajukan Banding
dengan Nomor Putusan 303 /Pdt/2010/PT.Mdn. Putusan Mahkamah
Agung tersebut kembali menguatkan putusan tingkat Banding dengan
menolak permohonan pada tingkat pertama dari Para Penggugat. Upaya
hukum lainnya kembali dilakukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding
karena menganggap adanya kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata
dengan pertimbangan Judex Facti, maka Para Tergugat/Para Terbanding
mengajukan permohonan kembali terhadap putusan kasasi yang diregister
dengan Nomor. 942 K/Pdt/2012. Majelis Hakim Mahkamah Agung
kembali menguatkan Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Medan terkait
pembagian harta warisan dan Kasasi serta menolak permohonan dari Para

Pemohon Kasasi.



Pada masyarakat Batak Toba, susunan kekerabatannya
mempertahankan garis keturunan laki-laki (patrilineal) sebagaimana
berlaku di Batak pada umumnya, maka yang berkedudukan sebagai
pewaris adalah anak laki-laki, yaitu ayah atau pihak ayah (saudara-
saudara pihak ayah), sedangkan anak perempuan bukan pewaris. Jadi
anak perempuan bukan ahli waris. Laki-laki yang berhak menjadi pewaris,
adalah laki-laki yang melakukan perkawinan dengan pembayaran jujur
atau dalam adat perkawinan di Batak Toba disebut dengan perkawinan
taruhon jual (eksogami-patriarcht). Kalaupun dia mendapat harta waris
dari orang tuanya adalah hanya sebagai pemberian belaka dikarenakan
anak perempuan bakalan mengikut suaminya.

Alasan pertimbangan hukum pemberian harta warisan kepada anak
Perempuan Batak Toba, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Nomor 179 K/Sip/1961. Tanggal 23 Oktober 1961 dan Yurisprudensi
Mahkamah Agung Nomor 415 K/Sip/1970 tanggal 16 Juni 1971 dan
Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 707 K/Sip/1973 tanggal 18
Maret 1973, mengenai anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai
kedudukan yang sama sebagai ahli waris dan berhak untuk mendapatkan

bagian yang sama dari harta warisan peninggalan orang tuanya.

. Waris Waria

Pengertian waria menurut istilah ialah “orang yang mempunyai alat

laki-laki dan alat perempuan, atau tidak mempunyai alat sama sekali baik



alat perempuan atau alat laki-laki. Di dalam hal ini persoalannya menjadi
kabur. Apakah mereka itu laki-laki atau perempuan. Maka disebut khuntsa
musykil (banci yang meragukan).”1%

Menurut Fatchur Rahman seperti yang telah dikutip oleh Rachmadi
Usman dalam bukunya “Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi
Kompilasi Hukum Islam” bahwa:

“Orang banci atau khuntsa adalah orang yang mempunyai alat
kelamin laki-laki dan perempuan atau tidak mempunyai kedua-
duanya sama sekali. Kedua alat kelamin itu mempunyai urgensi
yang tidak dapat diragukan lagi kebenarannya untuk menentukan
seseorang kepada jenis laki-laki atau perempuan. Tidak ada alat
kelamin yang lain yang dapat digunakan untuk menentukan suatu
makhluk kepada jenis yang ketiga.”20t

Dalam hal menentukan identitas kelamin khuntsa, para ulama
memiliki cara dan pandangan yang sama dalam menentukan
kecenderungan ciri-ciri fisik seorang khuntsa. Akan tetapi jika orang
tersebut termasuk dalam khuntsa musykil, %2 ulama berbeda pendapat.

Seperti Imam Syafi’i berpendapat dalam menentukan status khuntsa
musykil dengan melihat alat kelamin mana yang dilewati air seni. Apabila
melalui dzakar maka ia dihukumi sebagai laki-laki, dan apabila air seni
melalui farj maka ia dihukumi perempuan. Namun apabila keluarnya

secara bersamaan, maka harus diteliti dari alat kelamin mana air seni

tersebut keluar paling banyak. Dalam hal ini Imam Abu Hanifah tidak

100 Media Islam Populer, Harta Warisan Orang Banci (Al-Khuntsa Musykil) Menurut Figih
Mawaris, Islam Cendekia, Media Islam Populer, 2015, hal. 1

101 Rachmadi Usman, Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam,
Bandung: Mandar Maju, 2009, Cet. Ke-1, hal. 188

102 Khuntsa Musykil adalah seseorang yang di dalam tubuhnya terdapat bentuk-bentuk
keganjilan hingga sulit diketahui jenis kelamin yang bersangkutan, apakah lelaki atau perempuan.



sependapat karena banyaknya air seni yang keluar dari salah satu kelamin

bisa disebabkan luasnya jalan keluar dan hal itu tidak menunjukan

keasliannya.1%3

Rachmadi menambahkan bahwa terdapat beberapa cara yang dapat
dipergunakan untuk menentukan status seorang khuntsa ini, sehingga
dirinya dapat dianggap seorang laki-laki atau perempuan, yaitu:

1. Dengan cara meneliti alat kelamin yang dilalui oleh air
kencing; apabila pada waktu ia buang air kencing, airnya
tersebut melalui lobang dzakar, maka ia dihukumkan sebagai
laki-laki dan maka bagiannya sama seperti anak laki-laki;
sebaliknya apabila yang bersangkutan ketika buang air kecil,
airnya melewati lobang faradj, maka ia dihukumkan dengan
anak perempuan yang bagiannya pun sama seperti bagian anak
perempuan.

2. Dengan cara meneliti ciri-ciri yang ada pada seorang laki-laki
atau perempuan umumnya. Apabila ia berjenggot atau
mendatangi wanita, maka ia dihukumkan sebagai laki-laki;
sebaliknya apabila yang bersangkutan mengeluarkan susu atau
di-watha’i  faradj-nya atau ber-haidh, dihukumkanlah
perempuan.

3. Dengan cara melakukan pemeriksaan di laboratorium, dengan
meminta bantuan seorang dokter untuk menentukan status
khuntsa yang bersangkutan.%4

Salah satu permasalahan waria adalah dalam hal menentukan hak
waris atau kewarisanya, dan juga menjadikan persoalan kepada penetapan
status hak memperoleh bagian warisnya. Masalah kewarisan dalam hukum
Islam merupakan hal yang essensial, karena menyangkut segala sesuatu

yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, baik berupa harta

103 Abu Bakar Mas’ud Al Kasani, Badaiu Al Sanaifi Tartib Al Sharai, Beirut: Dar’al Fikr,
1996, him. 483
104 Rachmadi Usman, Op. Cit., hal. 188-189



benda maupun hak-hak kebendaan. Mengingat essensialnya masalah
kewarisan ini, maka Allah SWT menetapkan aturannya secara terang dan
tegas dalam Al-Qur’anul Karim. Penetapan ini bertujuan untuk
memberikan kepastian hukum terhadap hak milik seseorang dengan cara
yang seadil-adilnya.

Al-Qur’an hanya mengenal dunia jenis kelamin manusia, yaitu
manusia yang berjenis kelamin laki-laki dan manusia yang berjenis
kelamin perempuan.

e Gl sl B o S 0 SG LE al ff g
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Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah
menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah
menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah
memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.
Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan)
nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah)
hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan
mengawasi kamu.”'® (Q.S. An-Nisa’ : 1)

Dalam KHI tinjauan hukum waris yang digunakan adalah dasar-dasar
dalam hukum Islam dan ijtihad para Fuqoha’ (ulama-ulama ahli figih) dalam
ilmu Faroid (ilmu Kewarisan).

Namun demikian masih ada masalah mengenai hukum waris yang
tidak tercantum dalam Al-Qur’an, sehingga menimbulkan beberapa pendapat,

seperti pada permasalahan khuntsa. Mengenai permasalahan kewarisan

105 Departemen Agama RI, Op. Cit., hal. 148



khuntsa, para fuqoha’ sepakat bahwa penentuan waris bagi khuntsa harus di
tinjau secara biological (jasmaniah) bukan secara psicological (kejiwaan).

Dalam pembagian waris Islam terkait masalah genre (jenis kelamin),
Islam sejak dahulu telah memiliki sikap tersendiri berkaitan dengan
status jenis kelamin seseorang. Sederhananya, bila alat kelamin salah
satu jenis itu lebih dominan, maka dia ditetapkan sebagai jenis kelamin
tersebut, misalnya bila organ kelamin laki-lakinya lebih dominan baik
dari segi bentuk, ukuran, fungsi dan sebagainya, maka berlaku padanya
hukum-hukum syari’at bagi laki-laki,, antara lain mengenai batas aurat,
mahram, nikah, wali, warisan dan hukum-hukum lain yang berkaitan
dengan hukum syari’at bagi laki-laki. Dan sebaliknya, bila organ
kelamin wanita yang lebih dominan dan berfungsi, maka jelas dia
adalah wanita dan pada dirinya berlaku hukum-hukum syari’at sebagai
wanita. %

Para ulama’ ahli faroid berbeda-beda pendapat mengenai cara-cara
untuk memberikan bagian harta pusaka khuntsa setelah di ketahui dua macam
penerimaan berdasarkan perkiraan laki-laki dan perkiraan perempuan dan
bagian para ahli waris lainnya.

Ulama’ Syafi’iyah berpendapat bahawa khuntsa mendapat bagian atas
perkiraan yang terkecil dan meyakinkan kepada si khuntsa dan ahli waris lain,
kemudian sisanya yang masih diragukan ditahan dulu sampai status hukum
khuntsa menjadi jelas atau sampai ada perdamaian bersama antara ahli waris
(menghibahkan sisa yang diragukan)”%/

Kalangan mazhab Hanafiyah, terutama Imam Hanafi ditambah lagi
Imam Abu Yusuf berpendapat, bagian untuk khuntsa adalah bagian
yang terkecil dari dua perkiraan laki-laki dan perempuan, dan untuk
ahli waris adalah bagian yang terbesar dari dua perkiraan laki-laki dan
perempuan, dengan ketentuan jika si khuntsa ter-hijab, tidak perlu

diberi; atau dalam suatu kondisi dapat mempusakai, maka tidak perlu
ada yang ditahan untuknya.'%®

106 Zunly Nadia, Antara Hermaproditif (Khuntsa) dan Transeksualitas (Mukhannats)
http://www.syariahonline.com/new_index.php/id/9/cn/11727

107 Ali Ash-Shabuni, Al-Mawaris, Baerut: ‘Alamul Kutub him. 165

108 Rachmadi Usman, Op. Cit., hal. 189



Sedangkan kalangan mazhab Malikiyah, terutama Imam Malik dan
ulama-ulama Malikiyah, ditambah lagi dengan kalangan ulama Syiah
Zaidiyah dan Syiah Imamiyah berpendapat, bagian khuntsa %
(seperdua) jumlah dua perkiraan laki-laki dan perempuan, dengan
ketentuan jika hasil dua laki-laki dan perempuan, dengan ketentuan
jika hasil dua perkiraan berlebih kurang, diberi 2 (seperdua) perkiraan;
jika hanya menerima menurut salah satu perkiraan saja, diberi %
(seperdua)-nya dan jika hasil dua perkiraan sama diberi salah
satunya.1%

Kemudian kalangan mazhab Syafi’iyah, seperti ulama-ulama
Syafi’iyah, Imam Abu Daud dan Imam Abu Tsaur dan Imam Ibnu
Jarir, berpendapat mereka diberikan bagian yang terkecil dan yang
meyakinkan dari dua perkiraan dengan ketentuan jika hasil dua
perkiraan berlebih kurang, mereka diberikan bagian yang terkecil; jika
hanya menerima menurut salah satu perkiraan saja, mereka diberi
bagian yang meyakinkan; dan jika hasil dua perkiraan sama, tidak ada
persoalan. Apabila persoalan khuntsa ini menjadi jelas, maka jumlah
yang ditahan diberikan kepada yang berhak, sebaliknya jika tidak
menjadi jelas harus diadakan perjanjian tawahub (saling hibah
menghibahkan).

Penerapan Asas Inter partes dan Asas Erge Omnes dalam

Penyelesaian Perkara Waris

1.

Kewarisan 1

Seorang Penggugat adalah anak (Maimunah) dari pewaris (Anwar
alm) yang meninggal pada tanggal 22 Januari 2017. Pewaris
meninggalkan harta warisan dan 4 (empat) ahli waris yaitu, 4 orang
anak perempuan. Karena berdasarkan surat wasiat bahwa 4 orang tersebut
adalah ahli waris yang sah dari almarhum Anwar yang mana mempunyai
warisan uang dari hasil pembayaran Ganti Rugi Jalan Tol dengan
rekening atas nama tergugat. Karena harta warisan itu tidak kunjung di

berikan padahal pewaris sudah lama meninggal, maka ahli waris pewaris

109 1bid.



mengajukan gugatan waris kepada Pengadian Agama Kalianda pada
Senin, 20 Maret 2017.

Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian namun tidak
berhasil mendamaikan Penggugat dan para Tergugat, hingga mediasi pun
tidak dapat mendamaikan. Setelah mediasi gagal mendamaikan maka
sidang dilanjutkan kepada pembacaan gugatan. Berdasarkan surat wasiat
tanggal 10 Januari 2017 itu maka Penggugat dalam Petitum (gugatan)
memohon kepada Majelis Hakim mengabulkan seluruh gugatannya,
menyatakan Penggugat, tergugat I, Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat
IV, bukanlah sebagai ahli waris, dan menyatakan para Tergugat
secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama melakukan perbuatan
perebutan hak waris.

Dalam Pertimbangan Hukum pada putusan disebutkan:
Menimbang berdasarkan dalil Penggugat yang diakui Tergugat serta bukti
T.1 s.d T.4 dan saksi-saksi terbukti bahwa harta sebagaimana tertuang
pada halaman 2 dan 3 surat gugatan Penggugat merupakan harta
Penggugat dan almarhum (pewaris) oleh karena itu Penggugat dan
almarhum mendapatkan masing-masing berhak mendapatkan semua harta
warisan.

Pada putusan Perkara Nomor : 0359/Pdt.G/2017/PA.Kla. Dalam
menentukan warisan ahli waris, ada yang kurang dalam dasar hukum
yang digunakan oleh Majelis Hakim yaitu bagian untuk tergugat yang

seharusnya mengacu kepada pasal 180 KHI. Karena sebelum meninggal



pewaris berjanji akan memberikan 10% dari uang pembayaran Ganti Rugi
Jalan Tol.

Pada pertimbangan hukum Majelis menyebutkan: Menimbang,
bahwa, Tergugat atas gugatannya tersebut mengajukan eksepsi yang pada
pokoknya menyatakan bahwa di dalam surat gugatan bertanggal 20 Maret
2017, khususnya pada halaman 1 sangat jelas disebutkan bahwa perihal
surat gugatan adalah “Kewarisan”. Namun di dalam Posita alenia kelima
halaman 4 berlanjut ke halaman 5 surat gugatannya, ternyata Penggugat
mendalihkan bahwa para Tergugat telah melakukan “Perbuatan merebut
hak milik”. Demikian pula di dalam petitum butir 5 halaman 7 Surat
Gugatan, ternyata Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama
Kalianda Untuk Menyatakan Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat Ill, dan
Tergugat IV secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri telah
melakukan “Perbuatan merebut hak milik”, materi gugatan tersebut
menjadi simpang siur, tidak jelas atau kabur, apakah gugatan dimaksud
adalah gugatan mengenai “Kewarisan” ataukah gugatan mengenai
“Perbuatan  Merebut Hak Milik”? hal ini tersebut berakibat
membingungkan dan menyulitkan para Tergugat untuk menanggapinya.
Terhadap gugatan yang demikian tersebut sudah seharusnya ditolak
atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dan ditinjau ulang
kembali. Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis

menilai eksepsi Tergugat tersebut dalam penilaian Majelis Hakim sudah



menyangkut pokok perkara, oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut
ditolak.

Pertimbangan hukum menyebutkan: Menghukum Para Tergugat
untuk menyerahkan hasil harta peninggalan/warisan yang diperkarakan
sejak meninggalnya Anwar selaku pewaris yang menjadi hak Para
Penggugat dan untuk membaginya sesuai wasiat Anwar Bin M Ali,
namun demikian dengan diajukannya gugatan terkait dengan harta
tersebut, maka majelis menilai bahwa antara Penggugat dan para
Tergugat telah tidak ada kesepakatan lagi oleh karena itu terhadap harta-
harta tersebut Majelis harus memutuskan dengan demikian maka Surat
Keterangan dan Pernyataan Ahli Waris tanggal 12 Februari 2017
dinyatakan tidak berlaku. Dalam putusan Majelis Hakim, poin 1 (satu)
Majelis Hakim memutuskan atau mengabulkan Gugatan Penggugat

sebagian.

Kewarisan 2
Seorang Pemohon adalah anak (Nasan Bin Nimin) dari pewaris
(Nimin Bin Syarif) yang telah meninggal dunia pada tanggal 17
Oktober 2005. Pewaris meninggalkan harta warisan dan 2 (dua) anak
laki-laki dan 1 (satu) anak perempuan. Ketiga anak tersebut di antaranya:

(1) Nasan Bin Nimin, (anak laki-laki kandung almarhum).

(2) Rachmin Bin Nimin, (anak laki-laki kandung almarhum).

(3) Jumidah Binti Nimin, (anak perempuan kandung Almarhum).



Karena berdasarkan surat wasiat yang ditulis oleh pewaris (Nimin
Bin Syarif) yang menyebutkan bahwa 2 orang ahli waris yang sah dari
almarhum Nimin Bin Syarif tertulis Nasan Bin Nimin dan Jumidah Binti
Nimin adalah ahli waris yang sah dan berhak mengurus persyaratan
pembuatan sertifikat tanah. Sedangkan Rachmin Bin Nimin tidak
disebutkan dalam Surat Wasiat sebagai ahli waris.

Berdasar pada Surat Wasiat tersebut, Karena Rachmin Bin Nimin
termasuk juga salah satu ahli waris, maka kakak (Nasan Bin Nimir) dan
adik (Jumidah Binti Nimin) saudara Rachmin Bin Nimin mengajukan
permohonan kepada Pengadian Agama Kalianda pada Senin, 05 Maret
2018 agar Rachmin Bin Nimin dimasukkan sebagai ahli waris yang sah.

Berdasarkan surat wasiat tanggal 25 September 2005, maka
Pemohon dalam Petitum memohon kepada Majelis Hakim mengabulkan
seluruh permohonannya, agar Rachmin Bin Nimin dimasukkan dalam
jajaran ahli waris yang sah.

Pada putusan Perkara Nomor : 0076/Pdt.P/2018/PA.Kla.
menetapkan:

a. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

b. Menyatakan NIMIN Bin SYARIF telah meninggal dunia pada tanggal

17 Oktober 2005 sebagai Pewaris.

c. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Nimin Bin Syarif adalah :

1) Nasan Bin Nimin, (Anak laki-laki kandung Almarhum).



2) Rachmin Bin Nimin, (Anak laki-laki kandung Almarhum).
3) Jumidah Binti Nimin, (Anak perempuan kandung Almarhum).

d. Menyatakan Para Pemohon berhak mewakili ahliwaris Almarhum
Nimin Bin Syarif untuk mengurus dan persyaratan pembuatan
Sertifikat tanah atas nama Nimin Bin Syarif yang sampai dengan
sekarang belum ada.

Jika melihat kasus yang terjadi, ada ketentuan yang timpang tindih
apabila melihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 175 poin ¢ dan poin d
yang menyebutkan:

c. menyelesaikan wasiat pewaris

d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

Antara Surat Wasiat dan Surat Permohonan saling bersentuhan
dalam KHI. Hal ini perlunya Majlis Hakim untuk lebih cermat lagi
meneliti kasus tersebut yang mana keduanya bersinggungan dalam KHI
pasal 175.

Putusan Majlis Hakim menyebutkan:

a. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

b. Menyatakan Nimin bin Syarif telah meninggal dunia pada tanggal 17
Oktober 2005 dan Rohani binti Rian telah meninggal dunia pada

tanggal 05 Mei 2005 sebagai pewaris;
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D.

c. Menetapkan ahli waris dari almarhum Nimin bin Syarif dan

almarhumah Rohani binti Rian adalah :

1) Nasan bin Nimin (anak laki-laki kandung);

2) Rahcmin bin Nimin (anak laki-laki kandung);

3) Jumidah binti Nimin (anak perempuan kandung);

d. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 166.000,- (Seratus Enam puluh Enam ribu rupiah);

Pertimbangan hukum Majlis Hakim tersebut berdasarkan atas KHI

Pasal 174 dan Pasal 175. Walaupun antara Surat Wasiat dengan Surat

Permohonan bersinggungan dalam KHI, akan tetapi putusan untuk

mengabulkan Surat Permohonan lebih dikuatkan lagi dengan KHI Pasal

174.

Analisa Penerapan Asas Inter partes dan Asas Erge Omnes dalam

Penyelesaian Perkara Waris

Sebagaimana diketahui bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai
macam suku, budaya dan adat-istiadat. Keragaman budaya dan adat-istiadat
melahirkan keragaman dalam bidang hukum tidak terkecuali hukum waris,
keragaman hukum waris berakibat pada adanya beberapa lembaga peradilan
yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa waris. Lembaga

peradilan dimaksud adalah Peradilan Umum dan Peradilan Agama yang



masing-masing peradilan memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-
undang.

Peradilan Agama dapat dikatakan sebagai peradilan keluarga bagi
orang-orang yang beragama Islam, seperti yang terdapat di beberapa negara
lain. Sebagai suatu peradilan keluarga, yaitu peradilan yang menangani
perkara-perkara di bidang hukum keluarga, tentulah jangkauan tugasnya
berbeda dengan Peradilan Umum. Oleh karena itu, segala syarat berbeda
dengan Peradilan Umum. Segala sayarat yang harus dipenuhi oleh para hakim,
panitera, dan sekretaris harus disesuaikan dengan tugas-tugas yang diemban
Peradilan Agama.

Seperti yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya bahwa mengenai
putusan yang mengandung kekuatan mengikat para pihak yang bersengketa
khususnya dalam sengketa waris, Putusan inter partes merupakan putusan
yang akibat-akibatnya hanya berlaku pada perkara yang diputus. Menurut
paham ini, suatu putusan pembatalan suatu peraturan perundang-undangan
atau perbuatan administrasi negara hanya berlaku bagi perkara yang diputus
tersebut. Terhadap perkara-perkara lain yang mengandung persamaan belum
tentu diberlakukan. Semuanya diserahkan pada pendapat hakim atau para
hakim yang memutus.!!

Sedangkan Putusan erga omnes merupakan putusan yang akibat-
akibatnva berlaku bagi semua perkara yang mengandung persamaan yang

mungkin terjadi di masa yang akan datang. Jadi, sekali peraturan perundang-

11 Machmud Aziz, Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Peraturan
Perundang-Undang Indonesia, (Jurnal Konstitusi: Volume 7, Nomor 5, 2010), h. 132



undangan dinyatakan tidak sah karena bertentangan dengan UUD atau
peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi, maka menjadi batal dan
tidak sah untuk setiap orang. 112

Pada pembahasan sebelumnya telah dibahas mengenai perkara Nomor :
0359/Pdt.G/2017/PA.Kla. Meninjau prosedur pembuatan gugatan waris pada
putusan Perkara Nomor : 0359/Pdt.G/2017/PA.Kla. Penulis menilai tidak di
jalankannya gugatan tersebut karena Surat Gugatan tersebut menjadi simpang
siur antara gugatan Kewarisan dengan gugatan Perbuatan Merebut Hak Milik.

Jadi menurut penulis ada kekeliruan dalam gugatan yang diajukan oleh
Penggugat. Penulis menilai surat gugatan tersebut sudah sepatutnya ditolak
karena dalam gugatan tersebut penggugat memohon kepada Majelis Hakim
untuk menyatakan dan menghukum para tergugat yang telah melakukan
perebutan hak milik, padahal tergugat juga mempunyai hak atas harta warisan
yang ditinggalkan pewaris sebesar 10%. Dengan demikian gugatan Penggugat
tersebut menjadi simpang siur antara gugatan Kewarisan dan gugatan
perebutan hak milik dan gugatan tersebut tidak jelas.

Kemudian yang menjadi dasar hukumnya Majelis Hakim menolak surat
gugatan dari penggugat menggunakan pasal 96 KHI, menurut analisis penulis
dasar hukum tersebut sudah tepat karena KHI salah satu sumber hukum yang
dapat dipakai sebagai dasar pertimbangan hukum dalam permasalahan Hukum

Keluarga Islam khususnya di Pengadilan Agama.

12 1bid., h. 132-133



Mengenai pertimbangan Majelis Hakim dalam menolak eksepsi para
tergugat di atas, menurut penulis jika dicermati lebih dalam lagi pertimbangan
Majelis tersebut tidak tepat dan seharusnya gugatan Penggugat itu ditolak
karena materi gugatan tersebut kabur atau tidak jelas. Tergugat
mempermasalahkan pokok gugatan yang terdapat pada Surat Gugatan, apakah
gugatan tersebut gugatan Kewarisan ataukah gugatan mengenai Perbuatan
Merebut Hak Milik, yang mana dasar Penggugat mengajukan gugatan sesuai
dengan surat wasiat pewaris yang telah disaksikan oleh pihak-pihak ahli
waris. Ditolaknya eksepsi tergugat oleh Majelis Hakim karena “menyangkut
pokok perkara” menurut penulis hal tersebut sah-sah saja diajukan oleh para
Tergugat. Karena dalil Penggugat adalah “Bahwa para tergugat secara
bersama-sama atau sendiri-sendiri telah melakukan merebut hak milik”. Jadi
penulis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut sudah seharusnya
ditolak oleh Majelis Hakim sejalan dengan pasal 134 HIR. Karena dalam
kekuasaan absolut, Pengadilan Agama tidak dapat memeriksa perkara
Perbuatan Merebut Hak Milik. Eksepsi tersebut disebutkan dalam hukum
formil eksepsi yaitu eksepsi tidak berwenang secara absolute. Jadi menurut
penulis Majelis Hakim harusnya mengabulkan eksepsi para tergugat dan
menyatakan gugatan Penggugat sebagai gugatan yang tidak jelas atau kabur.

Mengenai pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan tidak
berlakunya “Surat Keterangan dan Pernyataan Ahli Waris tanggal 12 Februari
2017” di atas , menurut penulis tidak diberlakukannya surat kesepakatan ahli

waris tersebut sudah tepat. karena menurut penulis memang seharusnya surat



kesepakatan ahli waris tersebut dinyatakan tidak berlaku olenh Majelis
Hakim agar semua ahli waris tidak ada dualisme peraturan dalam
pengurusan yang disengketakan. Yang berlaku adalah putusan pengadilan
tersebut.

Jika melihat putusan dan pertimbangan yang diberikan oleh Majelis
Hakim yang menolak surat gugatan ahli waris yang mana materi gugatan
tersebut kabur atau tidak jelas yakni apakah gugatan yang diajukan itu tentang
Kewarisan atau Perbuatan Merebut Hak Milik, putusan perkara tersebut lebih
condong mengikuti penerapan asas inter partes. Pasalnya pada putusan
perkara tersebut tidak bisa lagi dipakai oleh hakim untuk memutus perkara
lainnya.

Menurut analisis penulis putusan ini tidak berbanding lurus dengan
pertimbangan Majelis Hakim yang sebelumnya dikemukakan dalam
pertimbangan Majelis Hakim. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim
menyatakan bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Gugatan
Penggugat dapat dikabulkan. Putusan Majelis Hakim ini tentunya bertolak
belakang dengan pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya. Dan selanjutnya
menurut analisis penulis mengenai putusan ini bisa dikatakan Cacat Hukum
karena tidak sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim. Jika memang
dalam putusan Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan
sebagian, maka tentunya di dalam pertimbangan hukumnya juga

mengemukakan dapat dikabulkan sebagian.



Selanjutnya, mengenai putusan perkara yang kedua tentang Surat
Permohonan yang sebenarnya bersinggungan dengan Surat Wasiat yang
tertulis dalam KHI, dimana Majlis Hakim akhirnya mengabulkan Surat
Permohonan tentang Penetapan Ahli Waris karena selain ketentuan yang ada
pada Pasal 175 poin d, keputusan tersebut juga dikuatkan pada ketentuan yang
ada pada Pasal 174. Hal tersebut jika dikaitkan dengan kedua asas lebih
condong pada penerapan asas erge omnes yang mana keputusan Majlis Hakim
tersebut bisa juga diberlakukan dalam persidangan yang permasalahannya
sama.

Selama ini yang terjadi bahwa salah satu kendala yang dihadapi oleh
para praktisi hukum Islam, dalam hal ini hakim, dalam upaya penerapan
ketentuan hukum waris Islam adalah peraturan hukumnya belum sempurna.
Pedoman hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara-perkara hukum
waris Islam hanya berdasar pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan
Yurisprudensi di luar al-Qur'an dan al Hadis. Sejauh ini, belum ada produk
hukum baru yang mengatur secara eksplisit tentang hukum waris Islam,
Khususnya ahli waris pengganti akibat minimnya sosialisasi dan atau
penyuluhan hukum tentang hukum Islam, akibat berbagai faktor.

Penyebab terjadinya sengketa kewarisan lebih banyak disebabkan oleh
adanya kebiasaan masyarakat tidak segera membagi harta warisannya sesaat
setelah pewaris meninggal, sehingga menimbulkan berbagai masalah yang

menyebabkan ahli waris yang mungkin lebih berhak dan ahli waris



pengganti tidak memperoleh haknya padahal al-Qur'an dan al-Hadits telah
mengatur secara detail.

Berdasarkan putusan perkara dan analisis di atas dapat disimpulkan
bahwa pada putusan perkara pertama jika dikaitkan dengan asas inter partes
dan asas erge omnes lebih condong mengikuti penerapan asas inter partes.
Pasalnya pada putusan perkara yang pertama di atas tidak bisa lagi dipakai
olenh hakim untuk memutus perkara lainnya. Putusan hakim tersebut
mengandung unsur mengikat para pihak yang bersangkutan dan ada upaya
hukum dari semua pihak baik dari penggugat, tergugat maupun hakim.
Sedangkan untuk putusan perkara yang kedua lebih condong mengikuti
penerapan asas erge omnes yang mana putusan Majlis Hakim tersebut bisa
diberlakukan kembali pada putusan dalam persidangan yang perkaranya sama.
Putusan perkara kedua tersebut mengandung unsur mengikat dan harus
dipatuhi baik oleh pihak yang bersangkutan maupun semua masyarakat.
Perkara yang telah diputuskan oleh hakim tersebut sudah pasti dan tidak akan

ada penolakan dari semua anggota sidang dan luar sidang.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan, maka dapat
disimpulkan bahwa putusan inter partes adalah putusan yang akibat-akibatnya
hanya berlaku pada perkara yang diputus. Terhadap perkara-perkara lain yang
mengandung persamaan belum tentu diberlakukan. Sedangkan putusan erga
omnes adalah putusan yang akibat-akibatnva berlaku bagi semua perkara yang
mengandung persamaan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.
Putusan hakim yang biasa digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim lain
sering disebut dengan istilah yurisprudensi. Berbicara masalah yurisprudensi
maka Kita tidak akan terlepas dari pembahasan mengenai sumber hukum di
Indonesia. Hal ini karena yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum
di Indonesia.

Berdasarkan putusan perkara dan analisis di atas dapat disimpulkan
bahwa pada putusan perkara pertama jika dikaitkan dengan asas inter partes
dan asas erge omnes lebih condong mengikuti penerapan asas inter partes.
Pasalnya pada putusan perkara yang pertama di atas tidak bisa lagi dipakai
oleh hakim untuk memutus perkara lainnya. Sedangkan untuk putusan perkara
yang kedua lebih condong mengikuti penerapan asas erge omnes yang mana
putusan tersebut bisa dipakai lagi untuk putusan perkara yang terjadi yang

Sama.
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B. Saran
Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas peneliti
menyarankan:

3. Kepada para pembuat hukum agar lebih berhati-hati dalam memeriksa,
menggali dan memutus suatu perkara agar tidak ada putusan yang
merugikan salah satu pihak terutama mengenai perkara waris yang
urusannya sangat kompleks.

4. Kepada para hakim dalam membuat putusan berpedoman pada hukum dari
Tuhan Yang Maha Esa, peraturan perundang-undangan yang ada dan

putusan-putusan hakim yang telah disahkan.
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SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-0204/in.28/S/0T.01/01/2018

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : MEI WIDIANI
NPM 113112479
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung
Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 13112479.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari
pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam

rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
| Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperiunya.




DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama penulis Mei Widiani, dilahirkan di Kotagajah, 19 Mei
1995 yang merupakan anak keempat dari empat bersaudara

dari pasangan Bapak Guntoro dan Ibu Sri Suyatmi.
Pendidikan peneliti dimulai dari Taman Kanak-kanak Pertiwi
Kotagajah, kemudian dilanjutkan pada Pendidikan Dasar penulis ditempuh di
SD Negeri 01 Punggur dan selesai pada tahun 2006. Kemudian melanjutkan di
MTs Ma’arif 01 Punggur dan selesai pada tahun 2009. Sedangkan Pendidikan
Menengah Atas penulis lanjutkan di MAN 2 Metro dan selesai pada tahun
2012, kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Jurusan Hukum

Ekonomi Syari’ah dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2013/2014.



